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MOTTO 

 

Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. 

(Q.S Al-baqarah: 286) 

 

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 

suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya 

ia dengan kemajuan selangkah pun. 

(Ir. Soekarno) 

 

Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta, masa yang lampau adalah 

berguna sekali untuk menjadi kaca bengala dari pada masa yang akan datang. 

(Ir. Soekarno) 

 

Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini” 

(Penulis) 

 

Lakukanlah Segala sesuatu dengan hati” 

(Penulis) 
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ABSTRAK 

“ KEBIJAKAN PEMERINAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS DALAM  
PENGELOLAAN OBYEK WISATA GREEN CANYON” 

Oleh: 
Randy Fadillah Gustaman  

NIM. 08401241025 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan-kebijakan dan 
mengetahui upaya yang dilakukan Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis dalam 
pengelolaan obyek wisata Green Canyon. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Ciamis dan bagaimana upaya Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis 
dalam mengelola obyek wisata Green Canyon. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Obyek penelitian ini berupa kebijakan-kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan 
Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis yang berkaitan dengan pengembangan dan 
pengelolaan kawasan obyek wisata Green Canyon. Lokasi penelitian bertempat di 
kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis dan kawasan obyek 
wisata Green Canyon. Sumber data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-
buku yang relevan, dokumen-dokumen (Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis dan 
Rencana Strategis Kabupaten Ciamis tahun 2009-2014), kemudian media cetak 
ataupun internet yang terkait dengan judul penelitian, serta hasil wawancara 
langsung dengan sumber inti atau subyek penelitian yaitu: Kasie promosi dan daya 
tarik wisata Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata Kabupaten Ciamis, Kepala UPTD 
Kebudayaan dan Pariwisata Cijulang, Masyarakat sekitar obyek wisata Green 
Canyon serta pengunjung obyek wisata Green Canyon. Penentuan subyek penelitian 
ini menggunakan teknik purvosive sampling. Subyek penelitian ini adalah aparat-
aparat pengelola obyek wisata Green Canyon, masyarakat sekitar, dan pengunjung 
obyek wisata Green Canyon. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik validitas data adalah cross 
check data. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah model 
interaktif. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, 
kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis yang 
terkait dengan pengelolaan obyek wisata Green Canyon yaitu: 1). Kebijakan 
Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis mengenai penggolongan obyek wisata Green 
Canyon menjadi obyek wisata kelas I (satu) di Kabupaten Ciamis, 2). Kebijakan 
Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis mengenai retribusi obyek wisata Green 
Canyon, 3). Kebijakan Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis tentang 
pengembangangan obyek wisata Green Canyon. Kedua, upaya-upaya yang dilakukan 
Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan obyek wisata Green 
Canyon diantaranya: 1). Peningkatan Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat 
pengelola obyek wisata Green Canyon, 2). Perbaikan sistem birokrasi dalam 
pengelolaan obyek wisata Green Canyon, 3). Pembangunan dan perbaikan fasilitas 
kepariwisataan yang ada di obyek wisata Green Canyon  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik, 

terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 

buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km2 dan luas perairan 3.257.483 

km2. Letak astronomis Indonesia terletak di antara 6oLU-11oLS dan 95oBT-

141oBT. Dengan kondisi tersebut seharusnya Indonesia mempunyai banyak 

sektor yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan nasional.  

Sektor yang memiliki potensi cukup menjanjikan dalam rangka 

meningkatkan pendapatan daerah maupun nasional yaitu sektor pariwisata. 

Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan, proses dan kaitan-kaitan yang 

berhubungan dengan perjalanan dan persinggahan dari orang-orang di luar 

tempat tinggalnya serta tidak dengan maksud mencari nafkah (Fandeli, 1995: 

58). 

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan dalam 

proses pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu dalam memberikan 

kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Dengan 

kontribusi yang diberikan dari sektor pariwisata, pemerintah daerah 

mempunyai tambahan  pemasukan kas daerah. Bahkan pada beberapa daerah 
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menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut 

dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama. 

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagai regulasi revisi atas Undang-undang No. 22 

Tahun 1999, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah dengan lebih nyata dan riil. Mulai saat itu pemerintah 

daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, 

merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program 

pembangunan yang sesuai yang kebutuhan masyarakat (Leo Agustino, 2008:1). 

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka provinsi, kabupaten atau 

kotamadya berperan sentral dalam perumusan kebijakan daerah, maka sumber-

sumber yang ada di daerah perlu di optimalkan agar tercapai tujuan yang di                               

harapkan. Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional 

kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, seperti 

pada masa Orde Baru, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen 

penggerak pembangunan di tingkat daerah. Daerah diberi hak dan wewenang 

untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-

sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari: 

a. Hasil pajak daerah; 

b. Hasil retribusi daerah; 
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c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

2. Dana Perimbangan; dan 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Barat yang banyak menyimpan SDA (Sumber Daya Alam) yang mempunyai 

kelebihan untuk dijadikan suatu obyek pariwisata untuk dikembangkan, 

seperti terdapatnya berbagai obyek wisata, baik obyek wisata alam maupun 

obyek wisata buatan. Mengingat obyek wisata yang ada dan potensinya yang 

cukup besar dimasa mendatang maka sudah seharusnya pemerintah daerah 

memberikan perhatian lebih di sektor ini. Salah satu obyek wisata  yang 

mempunyai prospek cukup baik di Kabupaten Ciamis adalah obyek wisata 

Green Canyon (cukang taneuh) yang terletak di Desa Kertayasa, Kecamatan 

Cijulang, Kabupaten Ciamis. Dari beberapa obyek wisata yang ada di 

Kabupaten Ciamis, obyek wisata Green Canyon merupakan obyek wisata 

yang memiliki berbagai keistimewaan seperti alam yang masih asri dengan 

sungai yang membentang indah sepanjang obyek wisata Green Canyon serta 

tebing-tebing dan panorama alam yang mempesona, dan tidak bisa di temukan 

dimanapun.  

Menurut peraturan Bupati Ciamis No. 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 27 Tahun 2003 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 21 Tahun 
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2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata, menyatakan bahwa 

pariwisata di Kabupaten Ciamis dibagi menjadi 4 (empat) kategori. Kategori- 

kategori tersebut yaitu: 

1. Tempat rekreasi dan pariwisata yang dikelola dan dikuasai oleh 

pemerintah Daerah serta sudah oprasional; 

2. Tempat rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh pemerintah Desa dan 

pemerintah Daerah serta sudah operasional; 

3. Tempat rekreasi dan pariwisata yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan 

belum operasional; 

4. Tempat rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh Perum Perhutani. 

Obyek wisata Green Canyon Menurut peraturan Bupati Ciamis No. 1 

Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Ciamis No. 27 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata 

Bab IV pasal 5 ayat 1 termasuk ke dalam salah satu tempat pariwisata yang 

digolongkan kedalam golongan kelas I di Kabupaten Ciamis. Itu berarti Green 

Canyon menjadi obyek wisata unggulan di Kabupaten Ciamis. Menurut 

peraturan Bupati Ciamis No. 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 27 Tahun 2003 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 21 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata pada Bab III pasal 4 dan 5 syarat 

obyek wisata yang diklasifikasikan kedalam golongan kelas I harus memiliki 

syarat primer yaitu: 
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1. Daya tarik wisata ( sumber daya wisata); 
2. Aksesibilitas dan Transportasi; 
3. Pelayanan makan dan minum; 
4. Air bersih; 
5. Listrik; 
6. Lahan Parkir. 

Obyek wisata yang diklasifikasikan ke dalam golongan I juga harus 

mempunyai minimal 10 (sepuluh) macam syarat sekunder yang harus 

dipenuhi dari 15 (lima belas) macam syarat sekunder yang dipersyaratkan 

yaitu: 

1. Akomodasi; 
2. Komunikasi; 
3. Fasilitas ibadah; 
4. Fasilitas kesehatan; 
5. Pelayanan MCK; 
6. Pemandu wisata; 
7. TIC (Tourist Information Centre); 
8. Rekreasi dan hiburan umum; 
9. Cinderamata; 
10. Agen atau cabang biro perjalanan; 
11. Angkutan wisata; 
12. Museum; 
13. Jalan lingkungan; 
14. Pintu gerbang (Toll gate); 
15. Keselamatan dan pengamanan. 

 
Perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan 

dan pengembangan obyek wisata Green Canyon belum begitu optimal. 

Fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis belum 

memenuhi kebutuhan para pengunjung yang berkunjung ke obyek wisata 

Green Canyon. Hal itu terlihat dari sedikitnya sarana yang menunjang 

kebutuhan dan kenyamanan pengunjung. Selain itu, sedikitnya transportasi 

umum yang menuju ke obyek wisata Green Canyon dapat menunjukan bahwa 
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pemerintah daerah belum begitu memperhatikan pengelolaan obyek wisata 

Green Canyon. Berbanding terbalik dengan obyek wisata yang digolongkan 

pemerintah daerah menjadi obyek wisata kelas I lainnya yang memiliki 

fasilitas, akses yang mudah serta tersedianya sarana transportasi umum.  

Kebijakan promosi pariwisata merupakan landasan dalam 

melaksanakan promosi pariwisata. Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis 

berperan sentral dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan 

promosi obyek wisata Green Canyon yang akan sangat berpengaruh terhadap 

akses informasi mengenai obyek wisata Green Canyon. Salah satu faktor yang 

mendukung perkembangan obyek wisata yaitu promosi pariwisata. Promosi 

akan bermanfaat untuk menarik pengunjung agar berkunjung ke obyek wisata 

Green Canyon. Selama ini akses yang bisa didapat untuk mendapatkan 

informasi tentang obyek wisata Green Canyon cukup terbatas. Sudah 

selayaknya Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis lebih memperhatikan 

promosi obyek wisata Green Canyon agar pencarian informasi mengenai 

obyek wisata Green Canyon lebih mudah. Sulitnya mencari informasi 

mengenai obyek wisata Green Canyon juga akan menjadi hambatan dalam 

pengembangan suatu obyek wisata.  

Obyek wisata Green Canyon diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap PAD Kabupaten Ciamis. Tetapi keberadaan obyek wisata 

Green Canyon ini akan kurang berdaya guna apabila Pemerintah Daerah 

Kabupaten Ciamis sebagai pihak pengelola tidak berupaya untuk mengelola 

serta mengembangkannya dengan baik. Kurang diperhatikannya faktor-faktor 
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penunjang obyek wisata seperti daya tarik, sarana dan prasarana serta promosi 

berpengaruh pada perkembangan obyek wisata Green Canyon. Dari 

penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kebijakan  

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan obyek wisata Green 

Canyon, agar dalam pengelolaan obyek wisata Green Canyon bisa sesuai 

dengan peraturan daerah yang menggolongkannya ke dalam obyek wisata 

kelas I. 

B. Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang tersebut, maka identifikasi permasalahan yang 

diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya pemerintah daerah dalam mengelola Green Canyon; 

2. Kurangnya fasilitas yang terdapat di obyek wisata Green Canyon; 

3. Sulitnya akses transportasi menuju obyek wisata Green Canyon; 

4. Lambatnya pengembangan obyek wisata Green Canyon. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah melalui beberapa uraian diatas, maka 

dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu untuk dibatasi. Pembatasan 

masalah ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada penelitian agar 

diperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti. 

Cakupan masalah pada penelitian ini dibatasi pada hal-hal mengenai  

1. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ciamis dalam pengelolaan obyek wisata Green Canyon; 
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2. Upaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam 

pengelolaan obyek wisata Green Canyon. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan 

masalah, maka dapat diajukan suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam 

pengelolaan obyek wisata Green Canyon? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ciamis dalam rangka mengembangkan potensi obyek wisata Green 

Canyon? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam 

pengelolaan obyek wisata Green Canyon; 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Ciamis dalam mengelola obyek wisata Green Canyon. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, 

khususnya pada bidang kajian Kebijakan Publik dan juga dapat 

menjadi acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan 

sehingga dapat digunakan sebagai sasaran acuan dalam meningkatkan 

dan menambah wawasan. 

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis  

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan dan 

pengelolaan obyek wisata Green Canyon. 

G. Batasan Istilah 

1. Kebijakan 

Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Agustino 

(2008:139) mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijaksanaan. 

2. Pemerintah Daerah 

Pemerintahan daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2, adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-
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luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Obyek Wisata  

Menurut Chafid Fandeli (2000: 58), obyek wisata adalah 

perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta 

sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya 

tarik untuk dikunjungi wisatawan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Kebijakan 

a. Pegertian Kebijakan 

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan 

untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, 

suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah 

aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2008: 16). Van 

Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008:139) 

mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 

baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. 

Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha-usaha untuk 

mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan 

operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka 

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar 

dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan 

(Winarno, 2008: 146-147). 

Menurut Suharto dalam artikelnya yang berjudul modal sosial dan 

kebijakan publik memberikan pengertian bahwa kebijakan (policy) 



 

 

12 

 

adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti 

government, dalam arti hanya menyangkut aparatur negara, melainkan 

pula governance yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik 

swasta, dunia usaha maupun masyarakan madani (civil society). Carl 

Friedrich (1969) sebagaimana dikutip oleh Agustino (2008: 7) 

mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau 

kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat (hambatan-hambatan 

dan kemungkinan-kemungkinan kesempatan-kesempatan) dimana 

kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk 

mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2008: 7). Kebijakan 

merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pihak-pihak tertentu, 

keputusan-keputusan tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat. 

Kebijakan pada dasarnya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan 

tindakan-tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan 

pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi 

kepentingan publik. 

b. Kebijakan Publik 

1) Definisi dan Makna Kebijakan Publik 

Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup 

berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik 

dibidang pendidikan, pariwisata, transportasi, pertanian, dan 

sebagainya. Kebijakan dapat bersifat nasional, regional ataupun lokal, 
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seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah 

provinsi, peraturan pemerintah kabupaten/kota dan keputusan bupati/ 

walikota (Subarsono, 2010: 3-5).   

Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang 

dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu 

(Subarsono, 2010: 2). Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt sebagaimana 

dikutip oleh Agustino (2008: 6-7) dalam prespektif mereka 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang 

dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkah laku 

dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi. Kebijaan 

publik menurut Thomas Dye sebagaimana dikutip oleh Subarsono 

(2010: 2) adalah (public policy is whatever governments choose to do 

or not to do) apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak 

melakukan, pengertian kebijakan publik dari Thomas Dye 

mengandung beberapa makna yaitu: 

a) Kebijakan publik dibuat oleh oleh pemerintah, bukan pihak 

swasta; 

b) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau 

tidak dilakukan oleh badan pemerintah. 

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik, sebagian 

besar para ahli memberikan pengertian kebijakan publik dalam 

kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk 

melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak 

baik bagi kehidupan warganya. Kebijakan publik bisa diberikan 
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pengertian yaitu keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang 

dibuat oleh pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang 

berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. 

 Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat 

kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai 

kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat 

nilai didalamnya (Subarsono, 2010: 3). Itu memiliki makna bahwa 

kebijakan publik itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai sosial 

yang ada dalam kehidupan masyarakat. Apabila kebijakan publik itu 

berisikan kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari nilai-nilai 

sosial yang ada di masyarakat maka kebijakan itu akan mendapat 

penolakan ketika diimplementasikan, dan sebaliknya, apabila 

kebijakan publik itu berlandaskan atas nilai-nilai sosial dalam praktek 

kehidupan masyarakat maka kebijakan itupun akan diterima oleh 

masyarakat. 

2)  Proses Kebijakan Publik 

Salah satu yang memiliki peran penting dalam sebuah 

kebijakan yaitu: proses kebijakan. Menurut pandangan Ripley 

dalam (Suharno, 2010: 34-36), proses kebijakan publik 

digambarkan sebagai berikut: 
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 Gambar 1.1 
 Tahapan Kebijakan Publik 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Ripley dalam Suharno (2010: 34) 

a) Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan 

Dalam tahap ini, ada tiga kegiatan yang perlu 

dilaksanakan yaitu: 

(1) Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa 

sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. 

Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh 

sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, 

tetapi oleh sekelompok masyarakat lainnya atau bahkan 

oleh para elite politik bukan bukan dianggap sebagai suatu 

maslah; 

Penyusunan agenda 

Formulasi dan 
legitimasi 

Implementasi 
kebijakan 

Evaluasi terhadap 
implementasi, 
kinerja dan dampak 
kebijakan 

     Kebijakan baru 

Agenda pemerintah 

Kebijakan 

Tindakan kebijakan 

Kinerja dan 
dampak kebijakan 
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(2) Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus 

masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki 

tingkat urgensi tinggi, sehingga perlu dilakukan 

pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut; 

(3) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk 

dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini 

dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-

kelompok yang ada dalam masyarakat dan kekuatan-

kekuatan politik, publikasi melalui media massa, dan 

sebagainya.   

b) Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan 

Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan 

dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah 

yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan 

alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan 

melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan 

yang dipilih. 

c) Tahap Implementasi Kebijakan 

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber 

daya, dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. 

Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan 

sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan 

baik. 
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d) Tahap Evaluasi Terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak 

Kebijakan 

Implementasi kebijakan akan menghasilkan kinerja dan 

dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni 

evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentu 

kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang 

akan datang lebih baik dan berhasil. 

3) Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam Kebijakan Publik 

Kebijakan publik dibuat harus dengan berbagai 

pertimbangan, agar kebijakan tersebut bisa diterima dan dipatuhi 

oleh masyarakat. Faktor yang harus diperhatikan dalam kebijakan 

publik meliputi: pertama, lingkungan umum di luar pemerinahan 

dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, 

politik dan nilai-nilai tertentu. Kedua, lingkungan di dalam 

pemerintahan dalam arti institusinal, seperti: karakteristik 

birokrasi, sumberdaya yang dimiliki, sumberdaya finansial yang 

tersedia. Ketiga, Lingkungan Khusus yang mempengaruhi 

kebijakan (Agustino, 2008: 45-46) 

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

faktor yang perlu diperhatikan dalam kebijakan publik yaitu: 

pertama, kebijakan publik hendaknya sesuai dengan nilai-nilai 

yang berada di masyarakat. Kedua, kebijakan publik yang dibuat 

harus didukung oleh birokrasi yang turut mendukung kebijakan 
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publik tersebut. Ketiga, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

haruslah berpihak pada kepentingan masyarakat.  

c. Analisis Kebijakan Publik 

1) Definisi Analisis Kebijakan 

Menurut Budi Winarno sebagaimana dikutip oleh Suharno 

(2010: 89) menyatakan bahwa analisis kebijakan berhubungan 

dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab, serta konsekuensi-

konsekuensi kebijakan publik. William N. Dunn sebagaimana 

dikutip oleh Kismartini (2008: 3) mengemukakan bahwa analisis 

kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang 

menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen 

untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan 

masalah-masalah kebijakan. Dalam arti luas, analisis kebijakan 

adalah satu bentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk 

memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masalah-

masalah sosial teknis dan untuk mencari solusi-solusi yang lebih 

baik 

2) Proses analisis kebijakan publik 

Proses analisis kebijakan publik dapat dijelaskan melalui 

tahap yang terdapat dalam tabel yang dikutip dari Suharno (2010: 

98) sebagai berikut: 
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 Tabel 1.2 
 Tahap analisis kebijakan 

Tahap Karakteristik 
Perumusan 
Masalah 

Memberikan informasi tentang kondisi-kndisi yang 
menimbulkan masalah. Perumusan masalah dapat memasok 
pengetahuan yang relevan dengan kebijakn yang 
mempersoalkan asumsi yang mendasari definisi masalah dan 
memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan 
agenda (agenda setting). Perumusan masalah dapat membantu 
menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis 
penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan 
memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan 
merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. 

Forecasting 
(peramalan) 

Memberikan informasi tentang konsekuensi di masa depan 
atas diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak 
membuat kebijakan. Peramalan dilakukan dalam tahap 
formulasi kebijakan dapat menguji masa depan yang 
plausibilitas, potensial dan secara frmatif bernlai, 
mengestimasi akibat kebijakan yang ada atau yang diusulkan, 
mengenali kendala yang mungkin akan terjadi dalam 
pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelaakan politik 
(dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.  

Rekomendasi 
Kebijakan 

Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap 
alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang 
memberikan manfaat bersih pling tinggi. Rekomendasi 
membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijkan 
tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang 
akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui 
peramalan. Rekomendasi ini membantu pengambil keputusan 
kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. 

Monitoing Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan 
masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk 
kendala-kendalanya. Ini membantu pengambilan kebijakan 
pada tahap implementasi kebijakan. 

Evaluasi Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil suatu 
kebijakan termasuk ketidaksamaan antara kinerja kebijakan 
yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Tapi 
evaluasi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap 
penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. 
Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai 
seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga 
menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai 
yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan 
perumusan kembali suatu masalah. 

 

Sumber: (Suharno, 2010: 98) 
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d. Implementasi Kebijakan Publik 

1) Definisi Implementasi Kebijakan Publik 

Impelentasi merupakan salah satu tahapan yang penting 

dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus 

diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang 

diinginkan. Ripley dan Franklin dalam berpendapat bahwa 

implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang 

ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, 

keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata 

(tangible output) (Winarno, 2008: 143-145). 

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1986) 

mendefinisikan Implementasi kebijakan yaitu pelaksanaan 

keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan 

peradilan. Lazimnya, keputusan keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan 

secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai 

cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya 

(Agustino, 2008: 139). 

2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Merille Grindle pengukuran keberhasilan 

implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan 
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mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang 

telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual 

projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut teracapai 

(Agustino, 2008: 139). Keberhasilan implementasi kebijakan akan 

ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor, dan masing-

masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. 

Menurut George C. Edwards III (1980) sebagaimana dikutip oleh 

Winarno (2010: 90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi empat 

variabel yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-

kecenderungan, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut 

juga saling berhubungan satu sama lain. 

Gambar 1.3 
Faktor penentu Implementasi menurut George C. Edward III 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Sumber: (Winarno, 2008 : 208) 
 
 

Komunikasi 

Sumber-sumber 

Struktur 
Birokrasi 

Kecenderungan-
Kecenderungan 

Implementasi 



 

 

22 

 

a) Komunikasi 

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementator mengetahui apa yang harus dilakukan (Subarsono, 

2010:90). Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian 

tujuan dari implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards, 

persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif 

adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus 

mengetahui apa yang harus mereka lakukan (Winarno, 2008: 175). 

Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan 

bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan 

kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau 

dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat serta 

kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan 

konsisten (Agustino, 2008: 150). 

Edward menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator yang 

dapat dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel 

komunikasi tersebut yaitu: 

(1) Transmisi 

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi 

kebijakan adalah transmisi, sebelum pejabat 

mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari 

bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk 

pelaksanaannya telah dikeluarkan (Winarno, 2008: 176). 



 

 

23 

 

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 

suatu implementasi yang baik pula, seringkali yang terjadi 

dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian 

(miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena 

komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, 

sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan 

(Agustino, 2008: 150-151). 

Ada beberapa hambatan yang timbul dalam 

mentransmisikan perintah-perintah implementasi yaitu: 

(a) Pertentangan hambatan antara para pelaksana dengan 

perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan; 

(b) Informasi melewati berlapis-lapis hierarkibirokrasi; 

(c) Pada akhirnya penangkapan komunikasi-komunikasi 

mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan 

ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui 

persyaratan-persyaratan suatu kebijakan (Winarno, 2008: 

176). 

(2) Kejelasan 

Faktor yang kedua yang dikemukakan Edward adalah 

kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan 

sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana 

kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas 
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(Winarno, 2008: 177). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak 

selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para 

pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan 

kebijakan, tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan 

menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan 

yang telah ditetapkan (Agustino, 2008: 151). Edward 

mengidentifikasikan enam faktor yang mendorong terjadinya 

ketidakjelasan komunikasi kebijakan yaitu: kompleksitas 

kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu 

kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya consensus 

mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam 

mamulai suatu kebijakan baru, menghindari 

pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan 

kebijakan pengadilan (Winarno, 2008: 177). 

(3) Konsistensi 

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi 

kebijakan adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin 

berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus 

konsisten dan jelas (Winarno, 2008: 177). Karena jika perintah 

yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan 

kebingungan bagi pelaksana di lapangan (Agustino, 2008: 

151). Bila hal itu terjadi maka akan berakibat pada 

ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang 
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sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk 

melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan (Winaro, 2008:177-

178). Faktor-faktor memengaruhi tingkat konsistensi keputusan 

menyangkut: kerumitan kebijakan publik, masalah-masalah 

yang mengawali program-program baru dan akibat banyaknya 

ketidakjelasan tujuan (Winarno, 2008: 181). 

b) Sumber-Sumber 

Sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam 

melaksanakan beberapa kebijakan-kebijakan. Perintah-perintah 

implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan 

konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber 

yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka 

implementasi inipun cenderung tidak efektif (Winarno, 2008: 181). 

Menurut George C. Edward dalam Winarno (2008: 181-193), 

dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumber-sumber 

terdiri dari beberapa elemen, yaitu: 

(1) Staf 

Sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan 

adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi 

kebijakan salah satunya disebabkan karena staf yang tidak 

mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. 

Pelayanan-pelayanan publik di Indonesia seringkali dikatakan 

lamban dan cenderung tidak efisien. Penyebabnya bukan 
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terletak pada kurangnya jumlah staf yang melayani pelayanan 

publik tersebut, tetapi lebih pada kurangnya kualitas sumber 

daya manusia dan rendahnya motivasi para pegawai. 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah adalah 

sedikitnya pejabat yang mempunyai keterampilan-keterampilan 

pengelolaan. Kurangnya keterampilan pengelolaan merupakan 

masalah besar yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini 

disebabkan oleh minimnya sumber yang dapat digunakan untuk 

latihan profesional. Masalah lainnya adalah kesulitan dalam 

merekrut dan mempertahankan administrator-administrator 

yang kompeten karena pada umumnya gaji, prestise dan 

jaminan kerja mereka yan rendah. 

Persoalan yang lain berangkat dari pemrakarsa program 

kebijakan dan pembiayaan program-program kebijakan. Suatu 

program kebijakan seringkali diprakarsai oleh badan-badan 

legislatif dan pembiayaan mengenai program tersebut 

diserahkan kepada eksekutif. Akibatnya, para administrator 

kebijakan seringkali tidak menerima dana yang memadai untuk 

membayar jumlah dan tipe personil yang dibutuhkan guna 

melaksanakan kebijakan tersebut. 

(2) Informasi 

Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam 

implementasi kebijakan. Informasi mengenai program-program 
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sangat penting terutama bagi kebijakan-kebijakan baru atau 

kebijakan-kebijakan yang melibatkan persoalan-persoalan 

teknis seperti misalnya, kebijakan mengenai otonomi daerah. 

Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu: Pertama informasi 

mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. 

Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan 

bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, 

para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk 

melaksanakan kebijakan. Bentuk kedua dari informasi adalah 

data tentang ketaatan  personil-personil lain terhadap peraturan-

peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui 

apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijakan mentaati undang-undang atau tidak. 

(3) Wewenang 

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah 

wewenang. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu 

program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk 

yang berbeda. Dalam beberapa hal suatu badan mempunya 

wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk 

melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat. Bila wewenang 

formal tidak ada, seringkali disalahmengerti oleh para 

pengamat dengan wewenang yang efektif. Padahal keduanya 

memang mempunyai perbedaan yang cukup substansial. 
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Wewenang di atas kertas atau wewenang formal adalah suatu 

hal, sedangkan apakah wewenang tersebut digunakan secara 

efektif adalah hal lain. Dengan demikian, bisa saja terjadi suatu 

badan mempunyai wewenang formal yang besar namun tidak 

efektif dalam menggunakan wewenang tersebut.  

Menurut Linblom sebab-sebab kewenangan terdiri dari dua 

hal pokok, yakni: pertama, sebagian orang beranggapan bahwa 

mereka lebih baik jika ada seseorang yang memerintah. Kedua, 

kewenangan mungkin juga ada karena adanya ancaman, teror, 

dibujuk, diberi keuntungan dan lain sebagainya (Winarno,2008: 

188). 

(4) Fasilitas 

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam 

Implementasi kebijakan. Seorang pelaksana mungkin 

mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang 

harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk 

melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor 

untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, perbekalan, 

maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan 

tidak akan berhasil. 

Sementara itu, penyediaan fasilitas-fasilitas yang layak 

untuk mendukung implementasi yang efektif tidaklah selalu 

mudah. Faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi yaitu: 
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(a) Masyarakat seringkali menentang bahkan dengan 

mengkonsolidasikan untuk menentang pembangunan-

pembangunan fasilitas; 

(b) Masyarakat seringkali mengeluh ketika pajak dinaikan 

untuk membangun fasilitas-fasilitas baru. 

(5) Kecenderungan-kecenderungan 

Kecenderungan dari para pelaksana kebijkan merupakan 

salah satu faktor ketiga yang mempunyai konekuensi-konsekuensi 

penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para 

pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal 

ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka 

melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para 

pembuat keputusan awal. Sebaliknya, bila tingkah laku atau 

prespektif-prespektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat 

keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi 

semakin sulit (Winarno, 2008: 194). Kecenderungan-

kecenderungan mungkin menghalangi implementasi bila para 

pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu 

kebijakan. Kadang-kadang implementasi dihambat oleh keadaan-

keadaan yang sangat kompleks, seperti bila para pelaksana 

menangguhkan pelaksanaan suatu kebijakan yang mereka setujui 

dalam rencananya untuk meningkatkan kemungkinan-
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kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda 

(Winarno, 2008: 199). 

Menurut Edwards dalam Winarno (2008: 196-198), hal-hal 

yang perlu dicermati dalam kecenderungan yaitu: 

(a) Pengangkatan Birokrat 

Sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-

hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila 

personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan 

yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, 

pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan 

haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan 

yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan 

warga (Agustino, 2008: 152-153). 

(b) Insentif 

Menurut Edwards, salah satu teknik yang disarankan 

untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah 

dengan memanipulasi insentif-insentif. Oleh karena pada 

umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka 

sendiri, maka memanipulasi insentif-insentif oleh para 

pembentuk kebijakan tingkat tinggi besar kemungkinan 

memengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan. 

Dengan cara menambah keuntungan-keuntungan atau biaya-

biaya tertentu barangkali akan menjadi faktor pendorong yang 
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membuat para implementor melaksanakan perintah dengan 

baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan-

kepentingan pribadi (self-interest), organisasi atau kebijakan 

substantif. 

(6) Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan (Subarsono, 2010: 92). Birokrasi baik 

secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi 

untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecakan masalah-

masalah sosial dalam kehidupan modern, mereka tidak hanya 

berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam 

organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi 

pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja 

diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu (Winarno, 

2008: 202). 

Menurut Edwards dalam Budi Winarno (2008: 203-206),  

ada dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: 

(a) Standard Operating Procedures (SOP) 

Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari 

suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran 

dasarnya (Standard Operating Procedure, SOP). Dengan 

menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu 
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yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-

tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang 

kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat 

menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan 

dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan 

yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan. 

(b) Fragmentasi 

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalm 

pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. 

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab 

kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara 

beberapa unit kerja (Agustino, 2008: 154). Tanggung jawab 

bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa 

organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan 

tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan 

kebijakan. 

Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi 

adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat 

karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda, 

mendorong para birokrat ini untuk menghindari koordinasi 

dengan badan-badan lain. Padahal, penyebaran wewenang dan 

sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang 

kompleks membutuhkan koordinasi.  



 

 

33 

 

e. Evaluasi Kebijakan Publik 

1) Definisi Evaluasi Kebijakan Publik 

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja 

suatu kebijakan, evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu 

kebijakan sudah berjalan cukup waktu (Subarsono, 2010: 119). 

Secara umun evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan 

yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang 

mencakup substansi, implementasi dan dampak (Winarno, 2008: 

226). Menurut Lester dan Stewart evaluasi ditujukan untuk melihat 

sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk 

mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan 

dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan 

(Agustino, 2008: 185). Menurut William Dunn (1999), evaluasi 

kebijakan berkenaan dengan dengan produksi informasi mengenai 

nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan (Agustino, 2008: 

187). Evaluasi kebijakan merupakan sebuah tindakan yang 

dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menilai apakah 

kebijakan yang dibuat tersebut dapat terlaksana sesuai dengan 

tujuan dari dibuatnya kebijakan itu atau sebaliknya. 

2) Fungsi-fungsi Evaluasi Kebijakan Publik 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah 

diharapkan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam 

perumusan (formulation) kebijakan dan perlu mendapatkan 
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evaluasi (Evaluation). Evaluasi tersebut sebagai proses penilaian 

apakah kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuannya, apakah terdapat penyimpangan-

penyimpangan dalam pelaksanaannya atau bahkan kebijakan 

tersebut belum sama sekali dilaksanakan. Menurut Suharno (2010: 

241-242), fungsi dari evaluasi kebijakan yaitu: 

a) memberi kontribusi untuk upaya klarifikasi dan kritis 
atas nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. 
Evaluasi kebiakan berfungsi untuk memberikan 
informasi yang valid tentang kinejakebijakan; 

b) Evaluasi; 
c) Evaluasi menunjang (back up) pelaksanaan posedur-

prosedur-prosedur lainnya dalam dalam analisis 
keijakan dan sebagainya. 

Hal senada juga datang dari Subarsono (2010: 
120-121), yang menekakan bahwa fungsi dari evaluasi 
kebijakan publik adalah: 

a) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui 
evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian 
tujuan dan sasaran kebijakan; 

b) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan 
evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat 
dari suatu kebijakan; 

c) Evaluasi berfungsi untuk mengukur tingkat keluaran 
(outcome) suatu kebijakan; 

d) Mengukur dampak suatu kebijakan; 
e) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan-

penyimpangan; 
f) Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang 

akan datang. 
 
Melihat dari beberapa fungsi di atas bisa disimpulkan 

bahwa evaluasi kebijakan memang begitu penting. Evaluasi dalam 

upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik sebagai standar 

penilaian dan standar alat ukur terhadap keberhasilan kebijakan 
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publik yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan 

masyarakat. Indikatornya tentu di lihat dari respon masyarakat 

terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, bila 

tanggapan masyarakat positif berarti kebijakan publik sudah baik, 

dan bila tanggapan masyarakat negatif berarti kebijakan publik 

masih dianggap kurang memenuhi kebutuhan masyarakat.   

3) Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik 

Pendekatan merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam evaluasi kebijakan. Menuut William Dunn dalam Suharno 

(2010: 243-246), terdapat tiga pendekatan besar dalam evaluasi 

kebijakan yaitu: 

a) Evaluasi Semu 

Evaluasi semu (pseudo evaluation) adalah pendekatan yang 

menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan 

informasi yang valid tentang hasil kebijakan, tanpa 

mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan manfaat dari hasil 

kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran, dan 

masyarakat dalam skala luas. Asumsi utama dari model 

evaluasi ini adalah bahwa ukuran tentang manfaat dan nilai 

merupakan suatu yang dapat terbukti sendiri oleh ukuran 

masing-masing individu, kelompok atau pun masyarakat 

(Agustino, 2008: 189). 
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b) Evaluasi Formal 

Evaluasi formal (formal evaluation) adalah pendekatan 

yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk 

menghimpun informasi yang valid mengenai hasil kebijakan 

dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut 

berdasarkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan 

diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga 

administratif kebijakan. Dalam model ini terdapat tipe-tipe ntuk 

memahami evalasi kebijakan lebih lanjut, yakni: pertama, 

evaluasi sumatif dan efvaluasi formatif. 

c) Evaluasi Keputusan Teoritis 

Evaluasi keputusan teoritis (decision-theoritic evaluation) 

adalah kegiatan evaluasi yang menggunakan metode-metode 

deskriptif untuk mengumpulkan informasi yang valid dan 

akuntabel tentang hasil kebijakan, yang dinilai secara eksplisit 

oleh para pelaku kebijakan. Evaluasi jenis ini bertjuan untuk 

menghubungkan antara hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari 

para pelaku kebijakan tersebut. 

2. Pemerintah Daerah 

a. Pengertian Pemerintah Daerah 

Pemerintahan daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2, adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas 
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otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti 

yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan 

daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah 

daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur 

penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau 

walikota dan perangkat daerah. 

Mulai saat itu pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang 

besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta 

mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat setempat (Agustino, 2008: 1). Sekarang 

Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional 

kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, 

tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak 

pembangunan di tingkat daerah atau lokal. 

b. Kewenangan Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan-kewenangan 

tertentu. Kewenangan pemerintah daerah yaitu meliputi: 

1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat; 
4) Penyediaan sarana dan prasarana; 
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5) Penanganan bidang kesehatan; 
6) Penyelenggaraan pendidikan; 
7) Penanggulangan masalah sosial; 
8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan 

menengah; 
10) Pengendalian lingkungan hidup; 
11) Pelayanan pertahanan; 
12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 
13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
14) Pelayanan administrasi penanaman modal; 
15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; 
16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 

perundang-undangan (Sunarno, 2008: 35-36). 
 

Melihat konteks di atas kewenangan dari pemerintah daerah 

sangatlah komleks, karena mempunyai wewenang yang strategis dalam 

berbagai sektor. Kewenangan-kewenangan tersebut diwujudkan dalam 

bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk 

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam 

sistem pengelolaan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, 

transparan, akuntabel, adil, dan taat pada peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu perkembangan suatu daerah dipengaruhi 

oleh kinerja dari dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang 

memiliki kinerja baik dan profesional  akan mampu meningkatkan 

potensi daerah yang dikelolanya.   

c. Asas-Asas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah 

1) Asas Desentralisasi 

Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu De yang berarti 

lepas dan Centrum yang artinya pusat. Decentrum berarti melepas 
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dari pusat. Dengan demikian, desentralisasi berarti melepas atau 

menjauh dari pemusatan (Nurcholis, 2010: 1.7). Menurut Pasal I 

butir (7) UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU 

No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang dimaksud 

dengan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah 

oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur urusan 

pemerintahan dalam sistem NKRI. 

Saligman dan Van Den Berg menganggap bahwa desentralisasi 

sebagai penyerahan kekuasaan (urusan) pemerintah pusat kepada 

daerah. Ruiter berpendapat bahwa desentralisasi yaitu penyerahan 

urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya 

kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Sementara 

Litvack berpendapat bahwa desentralisasi adalah sebagai 

pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah (Gadjong, 2007: 80-

81). RDH Koesoemahatmaja dalam Ridwan (2010: 121), 

menyatakan bahwa desentralisasi yaitu pelimpahan kekuasaan 

pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah yang mengurus rumah 

tangganya sendiri (daerah-daerah otonom).  

Menurut Gie desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan 

wewenang Pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi 

pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan 

setempat dari keompok yang mendiami suatu wilayah (Gadjong, 

2007:81). Tjahya Supriatna mengemukakan bahwa desentralisasi 
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adalah pelimpahan urusan dari pemerintah pusat kepada satuan 

organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap 

kepentingan setempat dari kelompok penduduk yang mendiami 

wilayah tertentu (Ridwan, 2010: 123). 

Pandangan yang sama dengan Litvack, RDH 

Koesoemahatmaja, Gie dan Tjahja Supriarna datang dari Amrah 

muslimin yang berpendapat bahwa desentralisasi adalah 

pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, yang 

menimbulkan hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga 

sendiri bagi badan-badan politik didaerahnya, yang dipilih oleh 

rakyat dalam daerah-daerah tertentu (Ridwan, 2010: 121). 

Pendapat lainnya datang dari Tresna yang berpandangan bahwa 

desentralisasi diartikan sebagai pemberian kekuasaan mengatur diri 

kepada daerah-daerah dalam lingkungannya guna mewujudkan 

demokrasi, di dalam pemerintahan negara. Mustamin memaparkan 

bahwa desentralisasi berarti pemencaran atau penyebaran 

wewenang dari pusat ke bagian-bagian organisasi dibawahnya. 

Aldfer juga yang berpendapat bahwa desentralisasi adalah 

pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu 

dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan 

berdasarkan pertimbangan, inisiatif dan administrasi sendiri 

(Gadjong, 2007:83). 
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Dilihat dari beberapa pandangan para pakar di atas, 

desentralisasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal, yaitu: 

pertama, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan 

kekuasaan. Kedua, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan 

dan kewenangan. Ketiga, desentralisasi sebagai pembagian, 

penyebaran, pemencaran dan pemberian kekuasaan dan 

kewenangan. Keempat, desentralisasi sebagai sarana dalam 

pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Desentralisasi 

memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan 

mengatur daerahnya secara mandiri, karena kondisi sebenarnya 

yang terjadi di daerah hanya pemerintah daerah yang 

mengetahuinya lebih mendalam yang bermanfaat dalam efektifitas 

suatu kebijakan yang mengatur masyarakat.  

2) Asas Dekonsentrasi 

Dekonsentrasi sebenarnya sentralisasi juga, tetapi lebih 

halus daripada sentralisasi (Nurcholis, 2010: 1.5). Menurut Leica 

Marzuki, dekonsentrasi merupakan ambtelijke decentralisastie atau 

delegatie van bevoegdheid, yakni pelimpahan wewenang dari alat 

perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan, guna 

melaksanakan pekerjaan tertentu dalam menyelenggarakan 

pemerintahan (Gadjong, 2007:89). Amrah Muslimin berpendapat 

bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang dari 

kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang 
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ada di daerah (Ridwan, 2010: 125). Kertasapoetra mendefinisikan 

desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah atau 

kepala wilayah atau juga kepala instansi vertikal tingkat atas 

kepada pejabat-pejabat (bawahannya) di daerah (Gadjong, 2007: 

90). 

Sementara itu Djoko Prakoso mengungkapkan bahwa 

dekonsentrasi adalah pelimpahan urusan pemerintahan kepada 

pejabat di daerah, tetapi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah 

pusat, baik perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pembiayaan 

(Ridwan, 2010: 125). Selanjutnya pada pasal 1 angka 8 UU No. 12 

tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 

tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa dekonsentrasi 

adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada 

gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi 

vertikal di wilayah tertentu  (Ridwan, 2010: 125). Jadi, dalam 

dekonsentrasi yang dilimpahkan hanya kebijakan administrasi 

(implementasi kebijakan), sedangkan kebijakan politiknya tetap 

berada pada Pemerintah Pusat. 

3) Asas Tugas Pembantuan (Madebewind) 

Koesoemahatmadja mengertikan tugas pembantuan sebagai 

pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah 

daerah atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar 
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menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga dari daerah 

yang tingkatannya lebih atas tersebut (Nurcholis, 2010:1.15-1.16). 

Ridwan (2010: 126) memberikan pengertian bahwa tugas 

pembantuan adalah pemerintah menugaskan kepada pemerintah 

daerah otonom untuk ikut serta melakukan kewenangan urusan 

pemerintah dengan batasan-batasan pertanggung jawaban, dimana 

pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Sementara itu  dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 12 tahun 2008 

tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah menyatakan bahwa tugas pembantuan adalah 

penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari 

pemerintah provinsi kepada kota dan atau desa serta dari 

pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa untuk 

melaksanakan tugas tertentu (Ridwan, 2010: 126-127). 

d. Birokrasi Kabupaten 

1) Birokrasi 

a) Pengertian Birokrasi 

Birokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah 

karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Atau 

dalam definisinya yang lain birokrasi adalah cara bekerja atau 

susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan 

yang banyak liku-likunya. Jhon Stuart Mill memberikan 
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pengertian bahwa birokrasi merupakan pekerjaan menjalankan 

pemerintahan oleh orang-orang yang memerintah secara 

profesional (Albrow, 2007: 11). Ramsay Muir dalam Albrow 

(2007:16), memberikan definisi bahwa birokrasi adalah 

penyelenggaraan kekuasaan oleh administrator yang 

profesional. Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan 

oleh beberapa pandangan di atas adalah suatu sistem kontrol 

dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan 

yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk 

mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja 

individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi. 

b) Birokrasi yang Baik 

Sejak reformasi upaya penataan, pembaharuan, dan 

pembenahan birokrasi pemerintahan terus dilakukan (Ridwan, 

2010: 85). Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengubah citra 

aparatur yang sebelumnya dipandang lamban (birokrasi yang 

panjang) dan tidak transparan. Reformasi birokrasi lahir 

sebagai respon terhadap kondisi birokrasi pemerintahan saat 

ini. Pada bidang pelayanan publik, pemerintah dituntut untuk 

menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan 

tantangan yang dihadapi, yakni perkembangan kebutuhan 

masyarakat. Semestinya pelayanan merespon pada kepentingan  

dan kebutuhan publik, dengan mengubah paradigma dari 



 

 

45 

 

pelayanan yang sifatnya sentralistik menuju ke pelayanan yang 

lebih memberikan unsur kepuasan (Ridwan, 2010: 84). Pola 

birokrasi yang cenderung sentralistik dan kurang peka terhadap 

perkembangan masyarakat harus segera ditinggalkan, dan 

kemudian diarahkan menjadi birokrasi yang terbuka, 

transparan, akuntabel, profesional dan mampu memberikan 

pelayanan publik yang baik. Untuk mewujudkan tata kelola 

birokrasi yang baik. 

Selain itu, kurang efektifnya birokrasi di Indonesia 

memerlukan reformasi yang bersifat komprehensif, strategis, 

dan praktis. Komprehensif berarti perbaikan yang nantinya 

dilakukan harus menyentuh seluruh aspek dari mulai kebijakan, 

sistem, hingga keterlibatan orang-orang yang terlibat dalam 

rantai birokrasi tersebut, baik dari sisi pemerintah maupun 

masyarakat. Strategis berarti penerapan reformasi tersebut 

harus disesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan tantangan 

pada masa datang. Adapun praktis berarti ide dan gagasan yang 

telah dirumuskan harus dapat diimplementasikan dalam 

merombak birokrasi di Indonesia. 

c) Kewirausahaan Birokrasi 

Menurut Osborne yang dikutip dalam artikelnya Djumiarti 

(2008: 5) yang berjudul menggagas strategi reinventing 

government dalam memantapkan kehidupan bangsa, 
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memberikan istilah wirausaha dalam birokrasi dengan istilah 

reinventing government. Budi Winarno dalam makalahnya 

yang disampaikan dalam Seminar nasional pada hari Rabu, 14 

Januari 2004 di Universitas Veteran Surabaya yang berjudul 

implementasi konsep reinventing government dalam 

pelaksanaan otonomi daerah mendefinisikan  Reinventing 

sebagai penciptaan kembali birokrasi dengan mendasarkan 

pada sistem wirausaha, yakni menciptakan organisasi-

organisasi dan sistem publik yang terbiasa untuk memperbarui, 

berkelanjutan dan memperbaiki kualitasnya tanpa harus 

memperoleh dorongan dari luar.  

Menurut Osborne yang dikutip oleh Budi Winarno (2004: 

7) dalam makalahnya yang berjudul implementasi konsep 

reinventing government dalam pelaksanaan otonomi daerah, 

reinventing government sendiri dimaknai sebagai berikut: 

 The fundamental transformation of public systems and  
organizations to create dramatic increases in their 
effectiveness, efficiency, adaptability, and capacity to 
innovate. This transformation is accomplished by 
changing their purpose, incentives, accountability, 
power structure, and culture. 
 

Sikap birokrasi reinventing government atau wirausaha 

birokrasi merupaka suatu bentuk pemerintah dengan bergaya 

wirausaha, diharapkan konsep tersebut menjadi cara yang 

efisien dan efektif untuk menghindari keterpurukan suatu 
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sistem birokrasi. Birokrasi dalam pemerintahan dituntut untuk 

berjiwa enterpreneurship namun tetap mengedepankan 

kepentingan publik merupakan harapan masyarakat. Dengan 

demikian strategi reinventing government dapat menumbuhkan 

sikap dan perilaku birokrat untuk dapat melaksanakan tugas-

tugasnya dengan baik, birokrat yang inovatif, adaptif namun 

ada kontrol struktural atau kendali birokrasi sehingga menjadi 

birokrat yang bermartabat, bekerja semata-mata untuk 

kepentingan masyarakat. 

d) Patologi Birokrasi  

Berbicara tentang organisasi birokrasi, kesan umum yang 

sering dikemukakan oleh sebagian besar orang lebih 

berkonotasi negatif hanya sebagian kecil yang menganggap 

bahwa birokrasi itu baik. Ridwan (2010: 85) berpendapat 

bahwa penyakit dalam sistem birokrasi pemerintahan meliputi: 

pertama, kurang responsifnya suatu birokrasi. Kedua, kurang 

inovatif pemerintahan dalam birokrasi. Ketiga, kurangnya 

koordinasi dalam struktur pemerintahan. Keempat, pemerintah 

kurang mau mendengar keluhan, saran dari masyarakat 

mengenai sistem birokrasi yang diinginkan. Dikritik sebagai 

organisasi yang  tidak berfungsi  dengan baik, tidak memiliki 

pendelegasian wewenang, tidak melaksanakan supervisi yang 

jelas dan karena mempunyai kebijaksanaan (pengendalian) 
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personalia buruk, memiliki moral kerja yang rendah, sukar dan 

kurang mengadakan dan penyesuaian dengan perubahan jaman, 

bersikap arogan dan seakan-akan tahu semuanya. Hal ini tidak 

berarti bahwa diantara para pegawai aparatur tidak terdapat 

orang-orang yang ber-kemampuan dalam bidangnya. Kritik 

terhadap birokrasi pada umumnya ditujukan terhadap sektor 

publik, yakni yang terkait dengan pelayanan publik (public 

services), terutama dalam hal perizinan, pengurusan hak atas 

sesuatu, dan lain-lain. Dalam kondisi yang demikian tersebar 

penyakit sosial mengutamakan kepentingan pribadi, 

mengutamakan orang-orang tertentu, melaksanakan korupsi, 

dan bersifat arogan. Dengan demikian, penyakit-penyakit 

birokrasi ini terkait erat dengan kekuasaan yang dinikmati 

birokrat pada saat melaksanakan tugasnya berdasarkan 

kewenangan yang diperoleh. 

2) Birokrasi Kabupaten 

Birokrasi kabupaten merupakan suatu sistem yang 

terstruktur dalam menjalankan pemerintahan yang berada di 

wilayah suatu kabupaten. Kultur birokrasi Pemerintahan Daerah 

Ciamis sudah mengalami perbaikan sedikit demi sedikit, akan 

tetapi masih ada sistem dalam brokrasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Ciamis yang masih berorientasi eksploitasi terutama 

yang menyangkut mengenai industri parwisata, dimana masih 
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menempatkan sumber daya alam dan lingkungan hanya untuk 

kepentingan ekonomi semata. Akibatnya, tidak ada batasan 

pemanfaatannya, namun yang terpenting pendapatan asli daerah 

terus meningkat guna membiayai pemerintahan, karena otonomi 

mensyaratkan kemandirian. Hal ini menyebabkan obyek wisata 

hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah saja, 

sedangkan pelestarian dan perawatan dari obyek wisata itu sendiri 

kurang begitu optimal. 

e. Potensi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia potensi merupakan 

kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, 

kesanggupan, daya. Kabupaten Ciamis merupakan sebuah wilayah yang 

mempunyai kekayaan alam dan budaya yang cukup potensial. 

Sehingga dalam pengelolaannya pun memerlukan pemerintah daerah 

yang profesional untuk mengembangakan dan menjaga aset-aset yang 

dimiliki.  Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai potensi 

yang cukup menjanjikan dalam pengelolaan berbagai sektor yang ada 

terutama sektor pariwisata. Sebagai wujud nyata bahwa potensi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis cukup potensial dalam 

pengembangan sektor pariwisata bisa dilihat dari adanya pengkuan 

sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah pusat terhadap kemajuan 

dunia pariwisata, Kabupaten Ciamis bersama dua daerah lainnya yakni 

Kabupaten Raja Ampat dan Lombok Tengah ditunjuk mewakili 
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Indonesia dalam rangka promosi potensi pariwisata yang berlangsung 

di Abu Dhabi pada tanggal 10-15 Desember  2010 

(http//:lomboktengahkab.go.id, diakses pada tanggal 2 Desember 

2011). 

3. Obyek Wisata Green Canyon 

a. Pengertian Pariwisata 

James J. Spillane (1987 : 20) mendefinisikan pariwisata sebagai 

kegiatan melakukan perjalanan dalam tujuan mencari kepuasan, 

mencari sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau 

istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain. Ismayanti (2010: 

1) memberikan pengertian bahwa pariwisata yaitu kegiatan dinamis 

yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang 

usaha. Sementara menurut Chafid Fandeli (2001:37), pariwisata adalah 

segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk pengusahaan 

obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang 

tersebut. Dari beberapa definisi para ahli di atas bisa disimpulkan 

bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia 

untuk mendapatkan suatu kebahagiaan tertentu dan didalamnya 

terdapat berbagai macam kegiatan. 

Pariwisata merupakan industri yang sangat kompleks. Hal ini 

karena dalam industri pariwisata terdapat industri-industri yang lain, 

seperti industri cendera mata, industri biro perjalanan, dan industri jasa 



 

 

51 

 

lainnya. Sebagai industri yang kompleks, industri pariwisata berbeda 

dengan industri-industri lain. 

b. Jenis-jenis Pariwisata 

Berikut adalah jenis-jenis pariwisata, menurut James J. Spillane 

(1987 : 29-31) yang terdapat di daerah tujuan wisata yang menarik 

pelanggan untuk mengunjunginya sehingga dapat pula diketahui jenis 

pariwisata yang mungkin layak untuk dikembangkan dan 

mengembangkan jenis sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan 

pariwisata tersebut. 

1) Pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism) 

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang 

meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara 

segar yang baru, mengendorkan ketegangan syaraf, untuk 

menikmati keindahan alam, untuk menikmati hikayat rakyat suatu 

daerah, untuk menikmati hiburan dan sebagainya. 

2) Pariwisata untuk rekreasi (recreation sites) 

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang 

menghendaki pemanfaatan hari-hari libur untuk istirahat, untuk 

memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani, yang akan 

menyegarkan keletihan dan kelelahan. 

3) Pariwisata untuk kebudayaan (cultural Tourism) 

Jenis pariwisata ini ditandai dengan adanya rangkaian 

motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran 
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dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, cara hidup masyarakat 

negara lain dan sebagainya. 

4) Pariwisata untuk olahraga (sport tourism) 

Jenis pariwisata ini bertujuan untuk tujuan olahraga, baik 

untuk hanya menarik penonton olahraga dan olahragawannya 

sendiri serta ditujukan bagi mereka yang ingin mempraktekannya 

sendiri. 

5) Pariwisata untuk urasan dagang besar (business tourism) 

Jenis pariwisata ini yang ditekankan adalah kesempatan 

yang digunakan oleh pelaku perjalanan ini yang menggunakan 

waktu-waktu bebasnya untuk menikmati dirinya sebagai wisatawan 

yang mengunjungi berbagai obyek wisata dan jenis pariwisata lain. 

6) Pariwisata untuk konvensi (convention tourism) 

Banyak negara yang tertarik dan menggarap jenis 

pariwisata ini dengan banyaknya hotel atau bangunan-bangunan 

yang khusus dilengkapi untuk menunjang pariwisata konvensi. 

c. Pengertian Obyek Wisata 

Menurut Chafid Fandeli (2000: 58), obyek wisata adalah 

perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta 

sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya 

tarik untuk dikunjungi wisatawan. Dengan demikian, obyek wisata 

yaitu lokasi dimana para wisatawan dapat menikmati daya tarik wisata 

tertentu. 



 

 

53 

 

d. Jenis-jenis Obyek Wisata 

Penggolongan jenis obyek wisata akan terlihat dari ciri-ciri 

khas yang ditonjolkan oleh tiap-tiap obyek wisata. dalam UU No. 9 

Tahun 1990  tentang kepariwisataan disebutkan bahwa obyek dan daya 

tarik wisata terdiri dari: 

1) Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang 

berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna. 

2) Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud 

museum, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, 

wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan. 

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya obyek wisata Green 

Canyon dapat diklasifikasikan menjadi obyek wisata  alam. karena 

memiliki daya tarik berupa keindahan alam yang diciptakan oleh 

Tuhan Yang Maha Esa. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang sebelumnya pernah 

dilakukan dimana topik yang akan dilakukan peneliti ialah mengenai 

kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan Green 

Canyon yaitu: 

1. Penelitian dari Timang Setyorini pada tahun 2004, yang meneliti kebijakan 

pariwisata dengan judul penelitiannya “Kebijakan pariwisata dalam rangka 

meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Kabupaten Semarang”. 

Berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian penulis lebih 
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mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam 

pengelolaan green canyon, sedangkan penelitian Timang lebih 

menekankan pada korelasi antara kebijakan dengan pendapatan ekonomi 

masyarakat. Adapun kesimpulan dari penelitian Timang yaitu: 

a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang di sektor pariwisata melalui 

Perda-perda yang ada ternyata telah bermanfaat untuk meningkatkan 

pendapatan ekonomi masyarakat; 

b. Kebijakan publik mengenai pariwisata yang tepat berpengaruh kepada 

pendapatan suatu daerah; 

c. Profesionalisme pelaksana kebijakan mengenai pariwisata berpengaruh 

besar pada keberhasilan kebijakan tersebut. 

C. Kerangka berfikir 

Kebijakan adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tentang obyek wisata Green Canyon  

merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Ciamis dalam rangka untuk lebih mengoptimalisasikan 

pengelolaan obyek wisata green canyon.  

Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari adanya sebuah 

kebijakan tertentu. Pada tahap ini, perlu adanya upaya atau usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah agar dalam mengimplementasikan 

kebijakan tersebut bisa sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Hasil dari 

implementasi kebijakan yang baik akan menghasilkan sebuah sistem 

pengelolaan obyek wisata green canyon yang sesuai dengan harapan. Selain 
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itu, dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut tentu pasti ada faktor-

faktor yang mendukung implementasi kebijakan tersebut dan juga ada faktor-

faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan, sehingga hal itu 

menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan obyek wisata Green Canyon. 

Gambar 1.4 

 Tabel kerangka berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

D. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di dua tempat yaitu: 

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis yang beralamat di Jl. 

Mr. Iwa Kusumasumantri, No. 14, Ciamis. 

2. Obyek wisata Green Canyon yang terletak di Desa Kertayasa, Kecamatan 

Cijulang, Kabupaten Ciamis. 

E. Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan setelah seminar proposal selama 2 

(dua) bulan, dari tanggal 1 Februari 2012 sampai tanggal 1 April 2012.  

F. Jenis Penelitian 

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan 

dan Taylor bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku 

yang diamati oleh karena itu, pendekatan ini diarahkan pada latar atau 

lingkungan sosial individu-individu secara utuh (Moleong, 2005:4). Tujuan 

penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta mengenai fenomena yang 

diselidiki. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan 

data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong, 2005: 

11).                                                                                                                                                                               
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G. Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan 

dan lainnya (Moleong, 2005: 157). Data diperoleh dari berbagai sumber 

seperti buku-buku yang relevan, kemudian media cetak ataupun internet 

yang terkait dengan judul penelitian, serta hasil wawancara langsung 

dengan sumber inti atau subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu 

Hendra Gunawan Bst (Kasie promosi dan daya tarik wisata Dinas 

Kebudayaan dan  Pariwisata Kabupaten Ciamis), Haryono (Kepala UPTD 

Kebudayaan dan Pariwisata Cijulang), Masyarakat sekitar obyek wisata 

Green Canyon (Juhana, Kallon, Samian) serta pengunjung obyek wisata 

Green Canyon (Risma, Wawan).  

Sumber data utama dicatat  melalui catatan tertulis, maupun 

rekaman suara wawancara. Selain sumber-sumber inti yang telah 

disebutkan di atas, sumber lain yang dapat melengkapi data penelitian 

yaitu foto. Penggunaan foto untuk melengkapi sumber data (Moleong, 

2005: 161). Foto yang dihasilkan peneliti dapat memberikan gambaran 

tentang bagaimana kondisi atau situasi dilapangan pada saat penelitian 

berlangsung. Selain itu foto dapat memberikan bukti bahwa peneliti sudah 

melaksanakan penelitian. 

2. Jenis Data 

Data yang disajikan berupa tulisan deskriptif yang berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 2005: 157). Laporan 
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penelitian ini berisikan kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran 

penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh melalui analisis hasil 

wawancara dan sumber lainnya dengan hasilnya dalam bentuk berupa 

laporan penelitian. 

H. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, 

jadi dapat dikatakan peneliti sebagai instrument penelitian. Kedudukan 

peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, peneliti sekaligus merupakan 

perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada 

akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitian (Moleong, 2005: 168). 

Pengertian instrument atau alat penelitian disini tepat, karena peneliti menjadi 

segalanya dari keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini 

menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan dalam wawancara serta 

dokumen-dokumen yang terkait dengan Rencana Strategis Kabupaten Ciamis 

tahun 2009-2014, Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah, Peraturan Bupati Ciamis No. I Tahun 2011 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 27 Tahun 2003 Tentang 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten 

Ciamis No. 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata, 

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 27 tahun 2003 Tentang Retribusi 

tempat Rekreasi dan Pariwisata. 
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I. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah ini, maka 

digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005: 186). Dalam 

metode wawancara dilaksanakan secara akrab. Disini, peneliti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada responden dengan mengacu kepada 

pedoman wawancara sebagai acuan wawancara. Adanya keakraban antara 

peneliti dengan informan diharapkan mampu menggali dan mengungkap 

kejujuran informan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan 

peneliti. Untuk memperoleh gambaran dan informasi yang jelas mengenai 

kebijakan Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan obyek 

wisata Green Canyon, peneliti menentukan subyek penelitian. Penentuan 

subyek penelitian ini teknik purposive sampling yaitu pemilihan subyek 

penelitian berdasarkan pertimbangan kriteria (memiliki jabatan yang 

terkait dengan pengelolaan obyek wisata Green Canyon serta memiliki 

hubungan dengan melakukan perdagangan dan pelayanan jasa di obyek 

wisata Green Canyon), ciri-ciri tertentu yang ditetapkan berdasarkan 

tujuan penelitian.  
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Wawancara dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki 

keterkaitan baik secara jabatan atau kepentingan (Berwirausaha) di obyek 

wisata Green Canyon dan berhubungandengan kebijakan pengelolaan 

obyek wisata Green Canyon yaitu: Hendra Gunawan Bst (Kasie promosi 

dan daya tarik wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Ciamis), Haryono (Kepala UPTD Kebudayaan dan Pariwisata Cijulang), 

Juhana, Samian, dan Kallon sebagai masyarakat sekitar obyek wisata 

Green Canyon serta Risma dan Wawan sebagai pengunjung obyek wisata 

Green Canyon. 

Hasil wawancara digunakan sebagai perbandingan dengan data 

yang diperoleh dari dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tak terstruktur meskipun 

peneliti menggunakan pedoman dalam wawancara, karena pedoman 

wawancara tersebut hanya digunakan sebagai patokan informasi yang akan 

digali. Kemudian dalam proses wawancara, pedoman tersebut akan 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

2. Dokumentasi                                                                                                                                                                                                                              

Studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui 

dokumen-dokumen tertulis seperti arsip-arsip tentang kebijakan Pemerinah 

Daerah Kabupaten Ciamis tentang pengelolaan obyek wisata Green 

Canyon seperti: Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah, Peraturan Bupati Ciamis No. I Tahun 2011 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 27 Tahun 2003 
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Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata, Peraturan Daerah 

Kabupaten Ciamis No. 27 tahun 2003 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi 

dan Pariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 21 Tahun 2001 

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata, Peraturan Daerah 

Kabupaten Ciamis No. 27 tahun 2003 Tentang Retribusi tempat Rekreasi 

dan Pariwisata, Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014, serta melalui foto-foto yang 

bertujuan untuk melengkapi data. Tujuan peneliti menggunakan studi 

dokumentasi, yaitu untuk memperkaya data yang diperlukan, serta untuk 

menguji reliabilitas dan validitas data yang didapatkan di lapangan. 

J. Validitas Data 

Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah, maka dari data-data yang ada terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan 

keabsahan datanya. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk 

pemeriksaan keabsahan data adalah cross check data. Menurut Burhan Bungin 

(2001 : 95-96)  cross check data dilakukan manakala pengumpulan data 

penelitian menggunakan strartegi pengumpulan data ganda, membandingkan 

dan mengecek balik data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi 

sepeti melakukan cross ceck data yang di dapat dari wawancara dengan 

peraturan daerah yang terkait. 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari sumber atau 

subyek peneliti. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan bagi orang-orang 
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yang menjadi pimpinan di masing-masing instansi terkait, diantaranya: Kasie 

promosi dan daya tarik wisata Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata Kabupaten 

Ciamis, Kepala UPTD Budpar Cijulang, Masyarakat sekitar obyek wisata 

Green Canyon serta pengunjung obyek wisata Green Canyon. Agar informasi 

yang didapat sesuai dengan tujuan penelitian maka dilakukan cross check 

antara hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang ada. 

K. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model interaktif, 

dimana peneliti menggambarkan keadaan dan fenomena yang diperoleh 

kemudian menganalisisnya dengan bentuk-bentuk kata untuk memperoleh 

kesimpulan. Alur analisis data yang digunakan mengikuti analisis interaktif 

seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2009: 20), yaitu proses 

analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Ada 3 

(tiga) tahapan dalam yang dilakukan peneliti, yaitu: reduksi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun penjelasan dari tahapan 

tersebut yaitu: 

1. Reduksi Data 

Setelah pengumpulan data langkah yang selanjutnya mereduksi 

data. Reduksi data yaitu proses seleksi, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data-data yang 

didapat dari catatan di lapangan (Miles& Huberman, 2009: 16). Di 

lapangan data yang didapat sangat banyak sehingga perlu diteliti dan 

dirinci sesuai dengan tema penelitian terutama tentang kebijakan 
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Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis yang kaitannya dengan 

pengelolaan obyek wisata Green Canyon. Dalam mereduksi data 

peneliti melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, 

menggolong-golongkan data untuk dibentuk transkrip penelitian. 

Dalam langkah ini juga dilakukan pembuangan data yang tidak relevan 

dengan penelitian penulis sehingga didapat data yang terkait dengan 

kebijakan Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan 

obyek wisata Green Canyon. Contohnya yaitu seleksi data dari hasil 

wawancara yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Penyajian Data 

Setelah proses reduksi data, selanjutnya dilakukan proses penyajian 

data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun sehingga 

memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan (Miles& Huberman, 2009: 17). Penyajian data ini dilakukan 

sesuai dengan apa yang diteliti sehingga diperoleh  kemudahan dalam 

menafsirkan data mengenai kebijakan Pemerinah Daerah Kabupaten 

Ciamis dalam pengelolaan obyek wisata Green Canyon. 

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 

Kegiatan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan 

yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan 

mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar 

memperoleh pemahaman yang lebih tepat. 
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       Tabel 1. 5 

Berikut ini bagan teknik analisis data interaktif model Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Miles& Huberman, 2009: 20) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Ciamis 

1. Kewilayahan 

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi 

Jawa Barat yang memiliki luas wilayah sebesar 2.740,76 Km2. Kabupaten 

Ciamis terletak kurang lebih 137 Km ke arah selatan dari Kota Bandung, 

dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 

Majalengka dan Kabupaten Kuningan, sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Tasikmalaya, sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Jawa 

Tengah dan Kota Banjar serta sebelah selatan berbatasan dengan 

Samudera Indonesia. 

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Ciamis berkisar antara 20,0° C 

sampai dengan 30,0° C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan 

pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Kabupaten Ciamis 

terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar-bergelombang sampai 

pegunungan. 

Kabupaten Ciamis memiliki 21 (dua puluh satu) obyek wisata, 1 

(satu) rest area (tempat transit), 1 (satu) penyebrangan ferry majingklak, 1 

(satu) pusat kenelayanan Bojong Salawe dan Bandara Nusawiru yang 

terbentang mulai dari utara sampai selatan, dengan jenis obyek dan daya 
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tarik wisata yang bervariasi mulai dari obyek wisata budaya, obyek wisata 

alam dan obyek wisata minat khusus (wawancara dengan Bapak Hendra 

Gunawan sebagai kasie promosi dan daya tarik wisata pada tanggal 13 

Februari 2012). Potensi-potensi pariwisata di Kabupaten Ciamis 

merupakan obyek wisata yang mempunyai prospek cukup baik sebagai 

daerah tujuan wisata di Jawa Barat karena mempunyai potensi alam yang 

sangat mendukung. 

Menurut wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan sebagai Kasie 

promosi dan daya tarik wisata pada tanggal 13 Februari 2012, Jenis obyek 

dan daya tarik wisata di Kabupaten Ciamis dikelompokan ke dalam 3 

(tiga) jenis, yaitu : 

a. Obyek dan daya tarik wisata budaya, terdiri dari: Situ Lengkong 

Panjalu, Astana Gede  Kawali, Karang Kamulyan, Kampung Kuta, 

dan Situs Gunung Susuru. 

b. Obyek dan daya tarik wisata alam, terdiri dari : Pantai Pangandaran, 

Karapyak, Palatar Agung, Karang Nini, Lembah Putri, Karang Tirta, 

Batu Hiu, Batu Karas, Madasari, Keusik Luhur, dan Situ Mustika. 

c. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus, terdiri dari : Curug Tujuh, 

Goa Donan, Cagar Alam Pananjung, Citumang, dan Cukang 

Taneuh/Green Canyon  
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2. Demografi 

Aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui 

dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi terhadap suatu kebijakan. 

Dengan demikian, aspek kependudukan harus menjadi perhatian dalam 

pembuatan suatu kebijakan publik. Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis 

sebanyak 1.531.359 jiwa dengan rincian 757.729 penduduk laki-laki dan 

773.630 penduduk perempuan. 

Daftar Tabel 1.6 
Jenjang Pendidikan Masyarakat Kabupaten Ciamis  

No Komponen Jumlah 

1. Penduduk seluruhnya 1.531.359 

2.  Tamat SD 53,74% 

3. Tamat SMP 15,59% 

4. Tamat SMA/SMK 7,84% 

5. Tamat Perguruan Tinggi 3,07% 

Sumber: Profil Kabupaten Ciamis 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa tingkat pendidikan 

masyarakat di Kabupaten Ciamis masih relatif rendah, dari penduduk yang 

berjumlah 1.531.359 jiwa 53,74% tamat SD, 15,59% tamat SMP, 7,84% 

tamat SMA\SMK dan 3,07% tamat Perguruan Tinggi. Rendahnya tingkat 

pendidikan di Kabupaten Ciamis merupakan salah satu fakor yang dapat 

mempengaruhi perkembangan Kabupaten Ciamis. 



 

 

68 

 

Adat istiadat yang masih sampai sekarang hidup dikalangan 

masyarakat yaitu masih senantiasa menjalankan ibadah agama dengan 

baik, rasa toleransi dan jiwa gotong royong yang tinggi. Masyarakat di 

Kabupaten Ciamis masih menjalankan budaya yang diwariskan oleh  

nenek moyang, seperti diadakannya hajat laut di Pantai Pangandaran setiap 

1 (satu) tahun sekali, diadakannya upacara pemandian barang-barang 

pusaka peninggalan Kerajaan Galuh dan masih menggunakan bahasa 

sunda dalam melakukan komunikasi sehari-hari. 

3. Pemerintahan 

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 pemerintah daerah 

merupakan koordinator semua instansi sektoral dan Kepala Daerah yang 

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan 

pengembangan wilayah. Pembinaan dan pengembangan tersebut 

mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka peningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Kabupaten Ciamis sebagai suatu wilayah pemerintahan 

melaksanakan pembangunan disegala sektor termasuk sektor pariwisata. 

Hal itu berarti rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis 

tidak bisa dipisahkan dari rencana pembangunan Kabupaten Ciamis. 

Setiap kegiatan pembinaan dan pengembangan sektor pariwisata di 

Kabupaten Ciamis  harus berada di bawah koordinasi dan pengawasan 
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Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis terdiri dari 36 

kecamatan dan 336 desa. 

Tabel 1.7 
Administrasi Pemerintahan Kabupaten Ciamis 

No  Variabel  Jumlah  

1 Kecamatan  36 

2 Desa  336 

3 Desa tertinggal - 

4 Luas Wilayah 2.740,76 Km2 

Sumber: Profile Kabupaten Ciamis 

 
B. Fokus Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Pengembangan 

Obyek Wisata Green Canyon 

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  

Pengembangan dan pengelolaan keparwisataan obyek wisata 

Green Canyon ditangani oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(Disbudpar) Kabupaten Ciamis. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Ciamis No. 1 Tahun 2002 Tentang Perangkat Daerah, bahwa Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis adalah unsur pelaksana 

pemerintah daerah bidang kepariwisataan dan sebagian kewenangan 

kebudayaan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.  

Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten (Disbudpar) Ciamis 

mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas daerah dibidang 

kepariwisataan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas 
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Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten (Disbudpar) Ciamis mempunyai 

fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian 
kegiatan pengelolaan kepariwisataan dan kebudayaan; 

b. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan kepariwisataan dan 
kebudayaan; 

c. Pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum bidang 
kepariwisataan dan kebudayaan; 

d. Pembinaan terhadap cabang dinas dan unit pelaksana teknis 
daerah (UPTD) 

e. Pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh bupati  
(Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 1 Tahun 2000) 
 

2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Ciamis 

Adapun struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Ciamis tahun 2009-2014 yaitu: 
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Tabel 1.8 Struktur Organisasi Disbudpar Kab. Ciamis 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis 

 

3. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis 

Tahun 2009-2011 

Rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Ciamis untuk kedepan 

tercantum dalam rencana strategis yang berlaku selama lima tahun. Rencana 

Kepala Disbupar                            
H. Cu Herman Syamsudin, MM Sekertaris                  

Drs. Muhlis 
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Carthia Saly, BA 
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Program 
Indra M.Si 

Kasuba 
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H. Cucu, SH 

Kabid 
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Deni. S.IP 

Kabid Destinasi 
Pariwisata     Dra. 

Lilis K,M.Si 

Kabid Sarana 
Dadang M,M.Si 

Kabid data dan 
Informasi       

Drs.H. R. Asep Ibnu 

Kasie Seni Budaya       
Mamat S, S.Pd 

Kasie 
Pengembangan 
Dacep I.A.Mp.Pd 

Kasie Bina 
Sarana&Usaha       
Asep M. H, S.Ip 

Kasie Informasi 
Pariwisata    

Sodikin, S.Pd 

Kasie Sejarah 
Eman H, A.Md 

Kasie daya tarik 
wisata         

Hendra G Bst 

Kasie sarana     
Heryan R,S.Sos 

Kasie Data 
Pariwisata           

Cicih S, S. Sos 

Kepala UPTD 
Budpar Cijulang 
Haryono, S.Sos 

Kepala UPTD 
Budpar Ciamis 

Ir. Islami I. 

Kepala UPTD 
Budpar 

Pangandaaran 
Endang S, S Sos 

Kepala UPTD 
Budpar Kawali 
Yayah S, S.Sos 



 

 

72 

 

strategis yang berlaku tahun 2009-2014 di dalamnya memuat visi dan misi 

sebagai berikut : 

a. Visi 

Terwujudnya kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Ciamis yang maju 

dan mandiri 

b. Misi 

1) Mendorong peningkatan mutu dan inovasi terhadap produk pariwisata, 

seni budaya daerah, sistem pelayanan, manajemen dan kualitas 

destinasi pariwisata; 

2) Mempromosikan dan mewujudkan iklim investasi kepariwisataan yang 

kondusif dengan menciptakan sistem kerjasama dibidang pariwisata 

dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri; 

3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku 

kepariwisataan;  

4) Meningkatkan pembinaan group seni, budaya, bahasa dan sastra 

sebagai daya tarik yang memiliki moral etika, inovatif, mandiri dan 

berestetika tinggi; 

5) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai sejarah dan 

terpeliharanya berbagai peninggalan budaya; 

6) Mengembangkan industri pariwisata untuk meningkatkan pendapatan 

asli daerah dan masyarakat; 

7) Mengembangkan jaringan kemitraan dalam kepariwisataan. 
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4. Dinamika Perkembangan Obyek Wisata Green Canyon 

a. Perkembangan Obyek Wisata Green Canyon 

Salah satu obyek wisata yang menjadi andalan Kabupaten 

Ciamis adalah obyek wisata Green Canyon. Menurut 

perkembangannya obyek wisata Green Canyon termasuk obyak wisata 

yang baru. Obyek wisata ini telah mulai dikelola oleh Pemerinah 

Daerah Kabupaten Ciamis (Disbudpar Kabupaten Camis) sejak tahun 

1990. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan, sebagai 

Kasi promosi dan daya tarik wisata pada tanggal 13 Februari 2012, 

Perkembangan pengelolaan obyek wisata Green Canyon  yaitu: 

1) Sebelum dibukanya Green Canyon menjadi obyek wisata, 

masyarakat sekitar Cijulang jarang yang datang ke kawasan Green 

Canyon yang biasa disebut oleh masyarakat dengan nama Cukang 

Taneuh. Hal itu dikarenakan masyarakat menganggap Cukang 

Taneuh (Green Canyon) sebagai tempat yang keramat; 

2) Tahun 1990, obyek wisata Green Canyon ditemukan dan 

diperkenalkan kepada umum oleh seorang Warga Negara Belanda 

yang tidak sengaja datang ke obyek wisata Green Canyon; 
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3) Tahun 1991, pengelolaan obyek wisata Green Canyon ditangani 

oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis dengan 

mempercayakannya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(Disbudpar) Kabupaten Ciamis; 

4) Sejak saat itu obyek wisata Green Canyon sudah dijadikan tempat 

rekreasi dan pariwisata; 

5) Tahun 2001, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis 

mengklasifikasikan Obyek wisata Green Canyon  ke dalam obyek 

wisata kelas I di Kabupaten Ciamis; 

6) Tahun 2007-2011, seiring dengan perkembangan obyek wisata 

Green Canyon pemerintah daerah secara bertahap melengkapi dan 

memperbaiki kelengkapan obyek wisata. 

b. Letak dan Kondisi Fisik Obyek Wisata Green Canyon 

Obyek wisata Green Canyon merupakan primadona obyek 

wisata minat khusus di Jawa Barat, terletak di Desa Kertayasa 

Kecamatan Cijulang dengan jarak kurang lebih  117 Km dari kota 

Ciamis ke arah selatan. Berdasarkan dari data Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Ciamis luas kawasan wisata ini 

meliputi kurang lebih 30 Ha.  

Jalan yang menuju ke lokasi obyek wisata Green Canyon dalam 

kondisi kurang baik akan tetapi sudah beraspal. Wisatawan yang akan 

masuk ke lokasi obyek wisata Green Canyon harus membayar karcis 

tanda masuk pengunjung sebesar Rp 75.000,00. Per 5 orang, dengan 
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perincian yaitu: Rp. 12.500,00 untuk retribusi obyek wisata dan Rp. 

62.500,00 untuk pengusaha perahu yang bekerja mengantar para 

pengunjung dengan perahu menelusuri Sungai Cijulang menuju obyek 

wisata Green Canyon. Sedangkan untuk setiap kendaraan yang 

memasuki lingkungan obyek wisata dikenakan retribusi sebagai 

berikut: 

1) Sepeda Motor sebesar Rp 4.500,00 
2) Sedan/Jeep sebesar Rp 11.000,00 
3) Mobil Penumpang Sejenis sebesar Rp 21.500,00 
4) Mobil Penumpang Besar sebesar Rp 32.000,00 
5) Bus Kecil sebesar Rp 42.000,00 
6) Bus Sedang sebesar Rp 63.000,00 
7) Bus Besar sebesar Rp 104.000,00 

(Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.21 Tahun 2001 
Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan pariwisata) 
 

Fasilitas yang tersedia di obyek wisata Green Canyon adalah 

tempat penjualan karcis, lahan parkir, pasar wisata, rumah makan, 

kios cinderamata dan kios makanan dan minuman, MCK/ kamar 

mandi, bumi perkemahan, atraksi wisata, TIC (Tourist Information 

Centre), masjid dan mushola, tim penyelamat wisata, tim SAR, pramu 

wisata. Obyek wisata Green Canyon dan lingkungan sekitarnya 

mempunyai kondisi alam yang masih alami dan asri. Flora yang 

dimiliki cukup beragam yang terdapat pada kawasan hutan yang 

masih asri. 

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(Disbudpar) Kabupaten Ciamis dari tahun 2007 sampai tahun 2011, 

jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Green Canyon 



 

 

76 

 

tercatat sebanyak 259.024 orang, yang terdiri dari wisatawan 

nusantara dan wisatawan mancanegara. Untuk mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah pengunjung obyek wisata 

Green Canyon dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.9 Pengunjung Obyek Wisata Green Canyon 

Tahun Wisnus Wisman Jumlah 

2007 14.951 3.444 18.395 

2008 35.318 3.294 38.610 

2009 57.025 1.660 58.685 

2010 54.436 1.234 55.679 

2011 85.388 2.272 87.655 

  Sumber: Disbudpar Kabupaten Ciamis 

Dengan melihat tabel tersebut, dapat diketahui perkembangan 

pengunjung di obyek wisata Green Canyon secara umum meningkat 

setiap tahunnya. Peningkatan yang cukup menonjol terjadi pada tahun 

2011 yaitu sebanyak 87.655 orang. Sedangkan penurunan yang cukup 

menonjol terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah pengunjung 

sebanyak 55.679 orang.  

5. Kebijakan-kebijakan yang Berkaitan dengan Pengelolaan Obyek 

Wisata Green Canyon 

a. Penggolongan Obyek Wisata Green Canyon ke dalam Obyek Wisata 

Kelas 1 
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Kebijakan Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis yaitu keputusan 

yang diambil oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis untuk 

kemajuan daerah dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Salah 

satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis 

yang tujuan utamanya untuk mengoptimalkan potensi pariwisata di 

Kabupaten Ciamis adalah  penggolongan obyek wisata oleh Pemerinah 

Daerah Kabupaten Ciamis. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten 

Ciamis No. 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan 

Pariwista pada bab IV Pasal II ayat 2 obyek wisata Green Canyon 

digolongkan ke dalam obyek wisata kelas I. 

Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis menggolongkan obyek 

wisata ke dalam jenis obyek wisata kelas I dan kelas II, obyek wisata 

Green Canyon sendiri menurut Peraturan Bupati Ciamis No. 1 Tahun 

2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 27 

Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata, masuk 

ke dalam klasifikasi obyek wisata kelas I. penggolongan itu ditetapkan 

berdasarkan beberapa faktor. Khususnya obyek wisata kelas I harus 

memiliki kriteria primer yang harus dimiliki yaitu: 

1) Daya Tarik Wisata 
2) Aksesibilitas dan Transportasi 
3) Pelayanan Makan dan Minum 
4) Air Bersih 
5) Listrik  
6) Lahan Parkir. 
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Selain persyaratan di atas, obyek wisata kelas I menurut Peraturan 

Bupati Ciamis No. 1 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Ciamis No. 27 Tahun 2003 tentang Retribusi 

Tempat Rekreasi dan Pariwisata, harus memenuhi persyaratan 

sekunder seperti berikut: 

1) Akomodasi; 
2) Komunikasi; 
3) Fasilitas Ibadah; 
4) Fasilitas Kesehatan; 
5) Pelayanan MCK; 
6) Pemandu Wisata; 
7) TIC (Tourist Information Center); 
8) Rekreasi dan Hiburan Umum; 
9) Cinderamata; 
10) Agen atau Cabang Biro Perjalanan; 
11) Angkutan Wisata; 
12) Museum; 
13) Jalan Lingkungan; 
14) Pintu Gerbang (Toll Gate); 
15) Keselamatan dan Pengamanan. 

 
Pada umumnya persyaratan tersebut sudah tersedia dan 

dilengkapi oleh pihak pengelola (Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ciamis) dan secara kontekstual sudah memenuhi persyaratan obyek 

wisata Green Canyon menjadi obyek wisata kelas I. Akan tetapi 

jumlah fasilitas yang dipersyaratkan tersebut kurang memenuhi 

kebutuhan pengunjung, hal ini dikarenakan pembangunan sarana dan 

prasarana atau fasilitas penunjang bagi pengunjung obyek wisata 

Green Canyon tidak mengikuti perkembangan wisatawan yang datang 

mengunjungi obyek wisata Green Canyon.  
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Hampir di setiap sarana dan prasarana atau fasilitas pengunjung 

terjadi antrian yang cukup panjang. Segi keamanan dan keselamatan, 

perahu yang dipergunakan untuk membawa pengunjung ke mulut goa 

Green Canyon tidak seluruhnya memiliki pelampung, hanya sebagian 

perahu yang sudah dilengkapi pelampung untuk keselamatan 

pengunjung obyek wisata Green Canyon dan adapun perahu yang 

sudah dilengkapi pelampung tidak mewajibkan wisatawan 

menggunakan pelampung sehingga banyak pengunjung yang tidak 

memakai pelampung ketika menyusuri Sungai Cijulang sehingga 

mengancam keselamatan wisatawan.  

Fasilitas yang belum dimiliki oleh obyek wisata Green Canyon 

yaitu tidak tersedianya kendaraan umum yang melintasi atau menuju 

obyek wisata Green Canyon. Bagi para pengunjung yang tidak 

memakai kendaraan pribadi cukup kesulitan mencari sarana 

transportasi menuju obyek wisata Green Canyon. 

b. Kebijakan Retribusi 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 27 Tahun 

2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata pada bab VI 

pasal 11, wisatawan yang akan masuk ke lokasi obyek wisata Green 

Canyon harus membayar karcis tanda masuk pengunjung sebesar Rp 

75.000,00. Per 5 orang, dengan perincian yaitu: Rp. 12.500,00 untuk 

retribusi obyek wisata dan Rp. 62.500,00 untuk pengusaha perahu 

yang bekerja mengantar para pengunjung dengan perahu menelusuri 
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Sungai Cijulang menuju obyek wisata Green Canyon. Sedangkan 

untuk setiap kendaraan yang memasuki lingkungan obyek wisata 

dikenakan retribusi sebagai berikut: 

1) Sepeda Motor sebesar Rp 4.500,00 
2) Sedan/Jeep sebesar Rp 11.000,00 
3) Mobil Penumpang Sejenis sebesar Rp 21.500,00 
4) Mobil Penumpang Besar sebesar Rp 32.000,00 
5) Bus Kecil sebesar Rp 42.000,00 
6) Bus Sedang sebesar Rp 63.000,00 
7) Bus Besar sebesar Rp 104.000,00 

c. Pengembangan Obyek Wisata Green Canyon 

Selain kebijakan di atas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(Disbudpar) Kabupaten Ciamis sebagai pelaksana pengelolaan 

kepariwisataan di Kabupaten Ciamis mempunyai kebijakan 

pengembangan obyek wisata Green Canyon yang mengacu pada 

Renstra tahun 2009-2014 yaitu: 

1) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di obyek 
wisata Green Canyon; 

2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk 
pengembangan dan pengelolaan obyek wisata Green 
Canyon dengan penataan dan perencanaan yang terarah; 

3) Menyusun strategi promosi pariwisata yang berorientasi 
kepada efektivitas, efisiensi, informatif dan tepat sasaran; 

4) Memberikan jaminan keamanan berusaha atau kepastian 
hukum bagi para investor yang akan menanamkan 
modalnya; 

5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sember daya manusia 
(SDM) pelaku kepariwisataan di obyek wisata Green 
Canyon; 

6) Memberikan bimbingan dan fasilitasi bagi para pelaku 
kepariwisataan di obyek wisata Green Canyon; 

7) Mengikutsertakan masyarakat dalam pengembangan dan 
pengelolaan obyek wisata Green Canyon; 

8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, 
meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menjaring 



 

 

81 

 

minat wisatawan untuk datang ke obyek wisata Green 
Canyon; 

9) Menyediakan berbagai fasilitas dan bauran produk-produk 
pariwisata seperti cinderamata khas obyek wisata Green 
Canyon yang mampu menarik wisatawan untuk lebih lama 
tinggal. 
 

Pada tanggal 13 Agustus pengelola obyek wisata Green Canyon 

(Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis) merelokasi 1 (satu) bangunan 

yang digunakan sebagai restaurant yang bertempat di bibir Sungai 

Cijulang yang merupakan bagian dari obyek wisata Green Canyon 

untuk mengantisipasi adanya pengikisan tanah di Sungai Cijulang. 

d. Upaya Menyikapi Persyaratan yang Harus Dimiliki Oleh Obyek 

Wisata Green Canyon (Kaitannya dengan Penggolongan Obyek wisata 

Green Canyon ke dalam Obyek Wisata Kelas 1) 

Otonomi daerah memberi ruang kepada daerah untuk lebih 

memberdayakan dan mengaktualisasikan kemampuan potensi 

wisatanya, hal ini menimbulkan ketatnya persaingan antar obyek 

wisata. Keberhasilan suatu daerah dalam mengembangkan 

pariwisatanya terlihat apabila mampu menjaga dan mengembangkan 

kualitas pariwisatanya. 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerinah Daerah 

Kabupaten Ciamis (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) untuk 

melengkapi persyaratan yang harus dimiliki oleh obyek wisata Green 

Canyon yaitu: 
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1) Melengkapi, menjaga, dan memelihara sarana, prasaran serta 

fasilitas pariwisata yang sudah terdapat di obyek wisata Green 

Canyon, dengan cara perawatan rutin terhadap fasilitas yang telah 

tersedia 

2) Memperbaiki kualitas SDM aparat yang terlibat dalam pengelolaan 

obyek wisata Green Canyon dengan cara melakukan pelatihan-

pelatihan dan study banding ke dinas kebudayaan dan pariwisata di 

wilayah lain; 

3) Lebih mengoptimalkan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan 

obyek wisata Green Canyon dengan masyarakat sekitar. 

Pemerintah daerah secara berkala dan bertahap selalu berupaya 

untuk lebih meningkatkaan aspek-aspek pelayanan di obyek wisata 

Green Canyon, baik dari segi fasilitas, sarana dan prasaran agar 

wisatawan merasa nyaman dan mendapatkan pelayanan yang 

memuaskan. 

e. Realisasi Kebijakan dalam Pengelolaan Obyek Wisata Green Canyon 

Obyek wisata Green Canyon termasuk obyek wisata yang 

dikelola oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis. Sehingga dalam 

pengelolaan dan pengembangan obyek wisata itu sendiri merupakan 

tanggungjawab pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini merupakan 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Ciamis. 

Program Pemerintah Daerah (Disbudpar) Kabupaten Ciamis untuk 
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mengembangkan dan mengelola obyek wisata Green Canyon yang 

sudah terlaksana diantaranya adalah:  

1) Pembangunan berbagai fasilitas wisata seperti ticketing box 

pembayaran retribusi obyek wisata beserta layanan antar perahu, 

tempat parkir, rumah makan dan cafe, MCK/kamar mandi, mesjid 

dan mushola, kios cinderamata, kantor pos, serta atraksi wisata 

berupa body rafting menyusuri Sungai Cijulang untuk mencapai 

mulut goa Green Canyon; 

2) Meningkatkan penyelenggaraan event kepariwisataan yang 

menarik bagi wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata Green 

Canyon; 

3) Sosialisasi kebijakan pusat dan daerah kepada masyarakat dan 

pelaku usaha jasa pariwisata walaupun belum efektif; 

4) Untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pariwisata, 

pegawai dinas kebudayaan dan pariwisata (disbudpar) di ikut 

sertakan dalam diklat kepegawaian kepariwisataan, mengikuti 

seminar kepariwisataan, dan mengadakan study banding 

5) Untuk promosi, pihak dinas kebudayaan dan pariwisata 

(Disbudpar)  telah melaksanakan promosi baik melalui media 

massa, media elektronik, booklet/leflet, mengikuti seminar maupun 

internet. 

Adapun program yang sudah terlaksana dirasa kurang begitu 

optimal, karena walaupun program tersebut terlaksana akan tetapi, 
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masih perlu perbaikan dalam berbagai macam hal. sehingga dirasa 

bahwa program atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah walaupun 

telah terlaksana akan tetapi belum optimal seperti program pelatihan 

yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang bertujuan 

untuk meningkatkan SDM pengelola obyek wisata walaupun berjalan 

akan tetapi, hasilnya kurang maksimal dikarenakan program pelatihan 

tersebut dilaksanakan tanpa mengawal hasil dari pelatihan tersebut.  

Apabila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya maka obyek 

wisata Green Canyon sudah mengalami perkembangan baik dari segi 

fisik maupun dari segi jumlah pengunjung yang pada akhirnya 

berpengaruh pada peningkatan pendapatan retribusinya. Akan tetapi, 

kondisi tersebut juga harus disesuikan dengan grafik tingkat kunjungan 

wisatawan yang datang ke obyek wisata Green Canyon yang tiap 

tahunnya mengalami peningkatan (wawancara dengan bapak Hendra 

Gunawan sebagai kasie promosi dan daya tarik wisata pada tanggal 13 

Februari 2012). 

6. Peran Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Pengelolaan 

Obyek Wisata Green Canyon.  

a. Posisi Green Canyon di Mata Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis 

Obyek wisata Green Canyon merupakan obyek wisata yang 

diklasifikasikan menjadi obyek wisata kelas I di Kabupaten Ciamis, 

yang berarti dapat dikategorikan sebagai obyek wisata unggulan di 

Kabupaten Ciamis. Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis sendiri pada 
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dasarnya memposisikan obyek wisata Green Canyon sama seperti 

obyek wisata lainnya yang juga diklasifikasikan ke dalam obyek 

wisata kelas I.  

Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis selalu berupaya untuk 

memberikan fasilitas yang sama di setiap obyek wisata yang 

diklasifikasikan menjadi obyek wisata kelas I, adapun yang 

menyebabkan perbedaan fasilitas dan kelengkapan kepariwisataan 

yang ada di obyek wisata Green Canyon yaitu : 

1) Belum adanya investor yang ingin menanamkan modalnya untuk 

mengembangkan obyek wisata Green Canyon; 

2) Obyek wisata Green Canyon letaknya tidak jauh dari pantai 

pangandaran dan pantai Batukaras yang menyediakan fasilitas 

kepariwisataan cukup lengkap, hal ini menjadikan pengunjung 

obyek wisata Green Canyon agar bisa memanfaatkan fasilitas yang 

ada di obyek wisata lain yang letaknya dianggap berdekatan 

dengan obyek wisata Green Canyon.. 

Dengan cukup menonjolnya perbedaan fasilitas, sarana dan 

prasarana yang tersedia di obyek wisata Green Canyon dengan obyek 

wisata lainnya mendorong Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis untuk 

lebih memperhatikan obyek wisata Green Canyon dari berbagai aspek 

kepariwisataan agar setara dengan obyek wisata lain di Kabupaten 

Ciamis yang diklasifikasikan ke dalam obyek wisata kelas I. 
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b. Strategi Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis Untuk Mengawal 

Kebijakan dalam Implementasi 

Pemerintah daerah mempunyai peran yang cukup sentral dalam 

membawa kebijakan yang telah di tetapkan sebagai pedoman atau 

landasan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah 

ditetapkan tersebut. Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis melakukan 

tugasnya dengan cukup baik untuk mensosialisasikan kebijakan 

mengenai pengelolaan obyek wisata Green Canyon. Pemerinah 

Daerah Kabupaten Ciamis melakukan sosialisasi kebijakan kepada 

aparat dan masyarakat yang terkait dengan obyek wisata Green 

Canyon walaupun upaya sosialisasi belum optimal. 

Sosialisasi kebijakan memang dijalankan oleh Pemerinah 

Daerah Kabupaten Ciamis, akan tetapi sosialisasi tersebut kurang 

optimal. Kurang optimalnya peran pemerintah daerah dalam 

mensosialisasikan kebijakan-kebijkan tersebut dikarenakan 

pemerintah daerah hanya sekedar mensosialisasikan kebijakan-

kebijakan yang mengatur tentang obyek wisata Green Canyon, 

sosialisasi tersebut tidak dilakukan secara berkala dan pemerintah 

daerah kurang mengawal hasil dari sosialisasi yang telah dilakukan 

yang menyebabkan hasil dari sosialisasi tersebut kurang efektif. 

7. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis 

dalam Pengelolaan Obyek Wisata Green Canyon 

a. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Obyek Wisata Green Canyon 
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Obyek wisata Green Canyon merupakan obyek wisata yang 

dianggap oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis memiliki potensi 

yang cukup menjanjikan. Salah satu faktor yang mendukung perbaikan 

dalam usaha pengembangan dan pengelolaan obyek wisata Green 

Canyon yaitu sumber daya manusia (SDM) dari pengelola itu sendiri.  

Berdasarkan  wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan sebagai 

Kasie promosi dan daya tarik wisata pada tanggal 13 Februari 2012 

pada umumnya orang-orang yang secara jabatan memiliki keterkaitan 

dengan pengelolaan obyek wisata di Kabupaten Ciamis dan pada 

khususnya yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan serta 

pengembangan obyek wisata Green Canyon kurang memiliki kualitas 

yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengembangkan suatu obyek 

wisata, hal itu dikarenakan jarangnya orang-orang yang secara jenjang 

akademik disiapkan untuk bekerja di bidang pariwisata sehingga 

Disbudpar Ciamis cukup kesulitan merekrut pegawai yang memiliki 

kemampuan khusus dibidang pariwisata. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Haryono sebagai Kepala 

UPTD Pariwisata Cijulang pada tanggal 17 Februari 2012 untuk 

memperbaiki kualitas SDM yang ada Pemerinah Daerah Kabupaten 

Ciamis secara berkala berupaya melakukan pelatihan-pelatihan kepada 

aparat yang terlibat dalam pengelolaan Green Canyon. Selain itu, 

Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis juga melaksanakan study 

banding dan penyuluhan-penyuluhan kepada aparat kepariwisataan 
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yang terlibat dalam obyek wisata Green Canyon agar memiliki 

kompetensi yang cukup dalam mengembangkan dan mengelola obyek 

wisata Green Canyon. 

 

 

b. Sistem Birokrasi Pengelolaan Obyek Wisata Green Canyon 

Pariwisata merupakan sektor yang cukup menjanjikan bagi 

pendapatan daerah Kabupaten Ciamis. Obyek wisata Green Canyon 

merupakan salah satu primadona pariwisata Kabupaten Ciamis yang 

dalam pengelolaannya harus profesional. Pemerinah Daerah 

Kabupaten Ciamis memberikan kewenangan kepada Disbudpar 

Kabupaten Ciamis untuk mengelola obyek wisata Green Canyon. 

Dengan alasan efektivitas dan efisiensi Dinas Kebudayaan Kabupaten 

Ciamis membentuk petugas pelaksana lapangan yaitu  unit pelaksana 

teknis daerah (UPTD).  

Unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang mengelola obyek 

wisata Green Canyon  yaitu UPTD Budpar Cijulang. Pembentukan 

UPTD sendiri dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Ciamis 

sehingga Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis (Disbudpar Kabupaten 

Ciamis) menilai perlunya UPTD yang setiap saat bisa mengontrol dan 

mengelola obyek wisata. Selain itu, kebanyakan posisi dari obyek 

wisata yang ada di Kabupaten Ciamis letaknya cukup jauh dari Ibu 
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Kota Kabupaten Ciamis, sehingga pembentukan UPTD dirasa sangat 

efektif dan efisien untuk mengelola obyek wisata. 

Pengelolaan obyek wisata Green Canyon di tandai oleh 

dikelolanya obyek wisata Green Canyon oleh beberapa dinas terkait 

yang mengelola obyek wisata Green Canyon. Retribusi obyek wisata 

Green Canyon di kelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Ciamis, sementara retribusi parkir di obyek wisata Green 

Canyon dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dan 

kebersihan obyek wisata Green Canyon dikelola oleh Dinas 

Kebersihan Kabupaten Ciamis. 

Banyaknya sistem birokrasi yang memainkan peranan di obyek 

wisata Green Canyon akan lebih memperbanyak kepentingan terhadap 

obyek wisata Green Canyon. Akan tetapi, dengan adanya kordinasi 

yang berkala dan berkelanjutan dari dinas-dinas terkait tersebut, 

pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Green Canyon bisa tetap 

berjalan dengan baik, serta dinas-dinas tersebut memiliki komitmen 

yang sama yaitu mengelola dan mengembangkan obyek wisata Green 

Canyon dengan profesional dengan mengedepankan peningkatan 

ekonomi rakyat. 

c. Faktor-faktor Yang Mendorong dan Menghambat dalam Pengelolaan 

Obyek Wisata Green Canyon 

Secara umum program dan kegiatan Pemerinah Daerah 

Kabupaten Ciamis (Disbudpar Ciamis) telah dilaksanakan untuk 
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mencapai hasil yang optimal, walaupun dalam pelaksanannya masih 

banyak hambatan dan kendala. Faktor internal yang mendorong 

program pengelolaan obyek wisata Green Canyon yaitu: 

1) Adanya komitmen aparat untuk mengelola obyek wisata Green 

Canyon dengan sebaik mungkin; 

2) Adanya dukungan berupa anggaran baik dari nasional maupun 

daerah untuk pengembangan dan pengelolaan obyek wisata Green 

Canyon; 

3) Adanya program yang jelas untuk pengembangan dan pengelolaan 

obyek wisata Green Canyon. 

(Wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan sebagai Kasie promosi 

dan daya tarik wisata pada tanggal 13 Februari 2012) 

Sementara faktor eksternal yang mendorong pengembangan dan 

pengelolaan obyek wisata Green Canyon yaitu: 

1) Semakin diminatinya obyek wisata Green Canyon sebagai tujuan 

wisata oleh para wisatawan; 

2) Pasca bencana Tsunami yang menimpa pesisir Ciamis Selatan, 

banyak bantuan dari berbagai pihak untuk pengembangan dan 

pengelolaan obyek wisata Green Canyon. 

(wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan sebagai Kasie 

promosi dan daya tarik wisata pada tanggal 13 Februari 2012) 

Dalam melaksanakan tugas pengembangan serta pengelolaan 

obyek wisata Green Canyon Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis 
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(Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis) masih 

menghadapi kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal. 

Adapun kendala internal yaitu: 

1) Belum terbangunnya gedung aula kantor dinas kebudayaan 
dan pariwisata; 

2) Masih lemahnya pengetahuan an keterampilan aparatur 
pariwisata; 

3) Kurang terjangkaunya obyek wisata Green Canyon oleh 
angkutan umum; 

4) Masih lemahnya tingkat kedisiplinan aparat yang terkait 
dengan pengembangan dan pengelolaan obyek wisata 
Green Canyon; 

5) Masih lemahnya pelaksanaan koordinasi antara dinas, 
badan, lembaga terkait, mengingat pelaksanaan tugas 
pembinaan dalam pengelolaan obyek wisata Green Canyon 
guna memenuhi harapan dan keinginan wisatawan; 

6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepariwisataan 
yang terdapat di obyek wisata Green Canyon; 

7) Masih kurangnya kebijakan yang mengatur obyek wisata 
Green Canyon (Sumber: Renstra Disbudpar Kabupaten 
Ciamis tahun 2009-2014). 

 
Sedangkan faktor eksternal yang menghambat pengembangan 

dan pengelolaan obyek wisata Green Canyon yaitu: 

1) Tumbuhnya destinasi pariwisata baru di daerah lain yang 
semakin berkembang dan mampu menjaring minat 
wisatawan dalam jumlah yang besar; 

2) Belum adanya investor yang berkeinginan 
menginvestasikan modalnya di obyek wisata Green Canyon 
guna mengembangkan dan membangun fasilitas lainnya 
yang relatif lengkap; 

3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara 
dan mengembangkan obyek wisata Green Canyon; 

4) Belum optimalnya pemanfaatan obyek wisata Green 
Canyon sebagai daya tarik wisata. 
(Sumber: Renstra Disbudpar Kabupaten Ciamis tahun 
2009-2014) 
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8. Posisi Masyarakat dalam Menyikapi Kebijakan yang Berkaitan 

dengan Obyek Wisata Green Canyon 

a. Posisi masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata Green Canyon 

Kabupaten Ciamis memiliki kekayaan alam dan budaya yang 

beragam, unik, dan kreatif, dengan perpaduan produk wisatanya yang 

bervariasi serta kelestarian panoraman alam dan keajaibannya yang 

mempesona diharapkan mampu menjadikan sektor pariwisata sebagai 

salah satu ujung tombak daya saing dan eksistensi Kabupaten Ciamis. 

Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis diharapkan mampu mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan berbagai peluang kerja 

dan mampu memberdayakan masyarakat secara optimal.  

Untuk mendorong pendapatan masyarakat dan pendapatan asli 

daerah perlu mengembangkan industri pariwisata. Industri pariwisata 

itu harus berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan 

memperluas jaringan kerja dan usaha, mewujudkan berbagai kebijakan 

serta konsep tentang penataan, pengembangan, preservasi dan 

kerjasama antar destinasi secara terprogram, terintegrasi, terarah, 

terkendali, menyeluruh, berkelanjutan dan implementatif berdasarkan 

data yang akurat. 

Posisi masyarakat sendiri dalam pengelolaan obyek wisata Green 

Canyon yaitu dijadikan mitra oleh pemerintah daerah (disbudpar) dalam 

rangka memberikan lapangan kerja dan usaha serta berpartisipasi dalam 

pengelolaan obyek wisata Green Canyon. Wujud dari kemitraan itu 
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sendiri dapat dilihat dari dipermudahnya ijin usaha bagi masyarakat 

yang akan melakukan usaha di obyek wisata  Green Canyon. 

Pemerintah daerah mempermudah ijin serta memberikan bantuan dana 

kepada komunitas janggala (Karang Taruna Cijulang) untuk 

membangun atraksi wisata di obyek wisata Green Canyon berupa 

kegiatan yang biasa di sebut body rafting yaitu menyusuri langsung 

dengan jalan kaki menyusuri Sungai Cijulang menuju obyek wisata 

Green Canyon. 

 Selain itu, Sebagai wujud lain kemitraan pemerintah daerah 

dengan masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata Green Canyon 

yaitu masyarakat diberikan ijin usaha perahu yang menjadi sarana 

transportasi utama untuk melakukan perjalanan dari dermaga menuju 

mulut goa Green Canyon. Pemerintah daerah juga membuat kebijakan 

berupa pembatasan jumlah perahu yang berada di obyek wisata Green 

Canyon yaitu hanya 75 dan sistem pengelolaan retribusinya 

menggunakan sistem bagi hasil antara para pemilik perahu dengan 

pemerintah daerah (Wawancara dengan bapak Haryono sebagai kepala 

UPTD pariwisata Kecamatan Cijulang pada tanggal 17 Februari 2012). 

Sistem retribusi di obyek wisata Green Canyon berbeda dengan 

sistem retribusi di obyek wisata lain yang ada di Kabupaten Ciamis. 

Retribusi obyek wisata Green Canyon ditarik oleh petugas ticketing 

sebesar Rp. 75.000,00 dan kemudian diberikan kepada pemilik perahu 

dengan perincian bagi hasil yaitu Rp. 12.500,00 untuk retribusi ke pihak 



 

 

94 

 

pengelola, sementara sisanya sebesar Rp. 62.500,00 menjadi hak 

pemilik perahu, dengan penumpang perahu maksimal berjumlah 5 

orang (wawancara dengan Bapak Samian sebagai pemilik perahu yang 

melakukan usaha di obyek wisata Green Canyon pada tanggal 17  

Februari 2012). 

b. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan-kebijakan yang Dikeluarkan 

Oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Kaitannya Tentang 

Obyek Wisata Green Canyon 

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam merespon dan 

melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah. 

Setelah melakukan wawancara terhadap beberapa warga yang tinggal 

di sekitar obyek wisata Green Canyon dan sebagian ada yang memiliki 

tempat usaha di obyek wisata  tersebut, dapat diambil kesimpulan 

bahwa kebanyakan masyarakat sekitar obyek wisata Green Canyon 

tidak mengetahui secara pasti kebijakan-kebijakan yang mengatur 

tentang obyek wisata Green Canyon.  

Masyarakat hanya mengetahui kebijakan-kebijakan tentang 

pengaturan obyek wisata Green Canyon dari kabar yang beredar dari 

antar sesama masyarakat sekitar obyek wisata Green Canyon. Ada 

beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui 

kebijakan-kebijakan itu yaitu: 
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1) Kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan dari pihak pemerintah 

daerah untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang 

mengatur obyek wisata Green Canyon; 

2) Kurangnya perhatian masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan 

yang mengatur obyek wisata Green Canyon. Masyarakat sekitar 

kebanyakan tidak ingin mengetahui kebijakan-kebijakan yang 

mengatur obyek wisata Green Canyon dengan alasan tidak begitu 

paham dengan kebijakan. 

Akan tetapi, pada dasarnya masyarakat sekitar obyek wisata 

Green Canyon menyambut dan menerima dengan baik akan adanya 

kebijakan yang mengatur tentang obyek wisata Green Canyon, karena 

diyakini kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk 

membangun dan mengembangkan serta mengelola obyek wisata Green 

Canyon menjadi lebih baik (wawancara dengan Bapak Kallon sebagai 

masyarakat sekitar obyek wisata Green Canyon pada tanggal 18 

Februari 2011). 

c. Manfaat Kebijakan tentang Obyek Wisata Green Canyon terhadap 

Masyarakat 

Kebijakan merupakan keputusan yang ditetapkan oleh 

pemerintah baik pusat ataupun daerah yang bertujuan untuk mengatur 

dan untuk kepentingan masyarakat. Adanya kebijakan Pemerinah 

Daerah Kabupaten Ciamis untuk mengatur obyek wisata Green 

Canyon mempunyai manfaat tersendiri bagi masyarakat.  
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Pengelolaan obyek wisata Green Canyon yang berafiliasi pada 

ekonomi kerakyatan memberikan peluang kepada masyarakat sekitar 

obyek wisata Green Canyon untuk memperbaiki perekonomian. 

Masyarakat sekitar dijadikan mitra kerja oleh pemerintah daerah untuk 

mengelola dan mengembangkan obyek wisata Green Canyon. Banyak 

masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan dan melakukan usaha 

baik berdagang maupun jasa di obyek wisata Green Canyon.  

Keberadaan obyek wisata Green Canyon bermanfaat bagi 

masyarakat sekitar karena banyak menyerap tenaga kerja dari 

masyarakat Kecamatan Cijulang, khususnya masyarakat yang tinggal 

di sekitar obyek wisata Green Canyon. Kebijakan yang mempermudah 

ijin usaha bagi masyarakat di sekitar obyek wisata Green Canyon 

untuk membuka usaha di wilayah obyek wisata sangat membantu 

masyarakat, dengan catatan masyarakat ikut menjaga kebersihan, 

keamanan dan kenyamanan di obyek wisata Green Canyon.  

Pemerintah daerah juga mempunyai kebijakan mengenai 

regulasi perahu yang berada di obyek wisata Green Canyon. Perahu 

dibatasi jumlahnya yaitu 75 perahu, dengan sistem antrian bagi para 

perahu  untuk memberikan jasanya mengantarkan wisatawan ke mulut 

goa Green Canyon, kebijakan tersebut sangat bermanfaat bagi para 

pengelola perahu agar terpeliharanya suasana yang kondusif supaya 

tidak ada saling berebut wisatawan yang akan berkunjung ke obyek 

wisata Green Canyon. 
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Dijadikannya obyek wisata Green Canyon menjadi obyek wisata 

kelas I oleh pemerintah daerah memberikan keuntungan tersendiri bagi 

masyarakat yang tinggal di sekitar obyek wisata Green Canyon. Seiring 

perkembangan jumlah pengunjung yang meningkat tiap tahunnya, 

ekonomi masyarakat sekitar obyek wisata cukup terbantu, baik 

masyarakat yang melakukan usaha dagang di sekitar obyek wisata 

Green Canyon maupun masyarakat yang memiliki usaha jasa perahu. 

Semenjak adanya obyek wisata Green Canyon masyarakat sekitar 

merasa terbantu karena dapat memperbaiki tingkat perekonomian 

keluarga (wawancara dengan ibu Juhana sebagai masyarakat sekitar 

yang memiliki kios cinderamata pada tanggal 17 Februari 2012).  

C. Pembahasan 

1. Efektivitas Kebijakan 

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pihak-

pihak tertentu yang mengatur tentang suatu hal. Pemerintah daerah adalah 

penyelenggara pemerintahan di daerah, yang berkewajiban untuk 

mengelola, mengatur dan mengembangkan potensi daerah yang berada di 

wilayah pemerintahannya. Kebijakan pemerintah daerah yaitu keputusan 

yang diambil oleh pemerintah daerah yang mengatur tentang berbagai 

urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kepentingan 

masyarakat serta mengembangan potensi yang ada di daerah tersebut. 

Dari hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa Pemerinah Daerah 

Kabupaten Ciamis telah membuat dan menetapkan suatu regulasi 
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kebijakan terutama tentang pariwisata yang tertulis dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Ciamis dan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Ciamis tahun 2009-2014 yang 

berkaitan dengan kebijakan  pengelolaan obyek wisata, terutama obyek 

wisata Green Canyon. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut yaitu:  

Pertama, kebijakan mengenai klasifikasi obyek wisata Green 

Canyon ke dalam golongan obyek wisata kelas I dengan berbagai 

persyaratan primer dan persyaratan sekunder. Adapun persyaratan primer 

yang harus dimiliki oleh obyek wisata yang di klasifikasikan kedalam 

obyek wisata kelas I yaitu: daya tarik wisata, aksesibilitas dan transportasi, 

pelayanan makan dan minum, air bersih, listrik dan lahan parkir. Pada 

dasarnya persyaratan primer tersebut sudah terpenuhi oleh obyek wisata 

Green Canyon, seperti daya tarik wisata yang dimiliki obyek wisata Green 

Canyon cukup menjanjikan itu terlihat dari pesona alam yang dimiliki 

sehingga menarik antusiasme wisatawan baik wisatawan nusantara 

maupun wisatawan mancanegara serta pelayanan makan dan minum dan 

air bersih yang berada di Obyek wisata Green Canyon sudah cukup 

memenuhi kebutuhan pengunjung dengan tersedianya restauran, kios-kios 

makanan dan minuman.  

Akan tetapi, persyaratan wajib lainnya yang disyaratkan untuk 

memenuhi klasifikasi obyek wisata tersebut hanya sebatas ada untuk 

formalitas, tanpa melihat keterseediaan persyaratan tersebut dengan 

tingkat perkembangan wisatawan yang tiap tahunnya mengalami 
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peningkatan. Dari segi aksesibilitas dan transportasi, tersedia jalan 

beraspal menuju obyek wisata Green Canyon. Akan tetapi, kondisi jalan 

tersebut kurang terawat dan terpelihara dengan baik, di lokasi tertentu 

masih banyak jalan berlubang yang dapat mengancam keselamatan 

wisatawan apabila melewatinya. Selain itu, kurang tersedianya sarana 

transportasi umum yang menuju obyek wisata Green Canyon menjadi 

kesulitan tersendiri bagi wisatawan yang memanfaatkan sarana 

transportasi umum. Sama halnya dengan persyaratan lain yang diwajibkan 

yaitu ketersediaan listrik dan lahan parkir.  

Pada lokasi obyek wisata Green Canyon memang sudah tersedia 

jaringan listrik, baik untuk penerangan dan sebagai penunjang kegiatan 

lainnya. Akan tetapi ketersediaan fasilitas listrik yang ada di obyek wisata 

Green Canyon belum bisa memenuhi kebutuhan wisatawan, hal ini terlihat 

dari tidak adanya sarana umum yang disediakan oleh pengelola untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawan terhadap listrik seperti untuk pengisian 

baterai handphone, handycam dan barang elektronik lainnya. Hal yang 

mirip terjadi dengan ketersediaan lahan parkir. Lahan parkir yang tersedia 

di hari-hari tertentu kurang mencukupi untuk menampung kendaraan para 

wisatawan, sehingga banyak wisatawan yang menitipkan kendaraannya di 

rumah-rumah masyarakat yang berdekatan dengan lokasi obyek wisata 

Green Canyon. 

Persyaratan sekunder yang harus dimiliki oleh obyek wisata yang 

masuk ke dalam klasifikasi obyek wisata kelas I yaitu Akomodasi, 
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Komunikasi, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, pelayanan MCK, 

pemandu wisata, TIC (Touris Information Center), rekreasi dan hiburan 

umum, cinderamata, agen atau cabang biro perjalanan, angkutan wisata, 

museum, jalan lingkungan, pintu gerbang (Toll Gate), keselamatan dan 

pengamanan. Dari ke 15 (lima belas) persyaratan tersebut obyek wisata 

kelas I harus memenuhi minimal 10 (sepuluh) kriteria yang 

dipersyaratkan. Pada dasarnya 10 (sepuluh) syarat tersebut sudah tersedia 

di obyek wisata Green Canyon akan tetapi dalam pengembangannya 

kurang begitu optimal dan hanya ada untuk sekedar memenuhi persyaratan 

pengklasifikasian obyek wisata kelas I. 

Kedua, kebijakan mengenai sistem retribusi obyek wisata Green 

Canyon. Retribusi disini merupakan pungutan yang harus dibayar oleh 

wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata. Retribusi obyek wisata 

Green Canyon berperan dalam memberikan sumbangan PAD (pendapatan 

asli daerah) Kabupaten Ciamis. Retribusi sendiri dibagi menjadi 2 (dua) 

yaitu retribusi masuk obyek wisata Green Canyon dan retribusi parkir 

obyek wisata. Retribusi masuk obyek wisata dikelola oleh Dinas 

Kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar Kabupaten Ciamis, sementara 

retribusi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.  

Ketiga, kebijakan tentang sistem birokrasi dalam pengelolaan 

obyek wisata Green Canyon. Pengelolaan dan pengembangan obyek 

wisata Green Canyon juga dipengaruhi oleh sistem birokrasi yang ada di 

Kabupaten Ciamis. Obyek wisata Green Canyon dikelola oleh Pemerinah 
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Daerah Kabupaten Ciamis dalam hal ini yaitu Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Ciamis.  

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis (Disbudpar) Kabupaten 

Ciamis membagi area wisata ke dalam beberapa wilayah yaitu wilayah 

sekitar Ciamis kota yang berada di bawah UPTD Ciamis, wilayah 

Pangandaran berada di bawah UPTD pariwisata Pangandaran, wilayah 

Kawali yang berada di bawah UPTD Kawali serta wilayah Cijulang yang 

berada di bawah UPTD pariwisata Cijulang. Obyek wisata Green Canyon 

sendiri berada di wilayah UPTD pariwisata Kecamatan Cijulang.  

Alasan dibentuknya UPTD sendiri yaitu pertimbangan jarak dari 

pusat pemerintahan yang teretak di pusat Pemerintahan Kabupaten Ciamis 

dengan obyek wisata. Maka dibentuklah UPTD untuk efektivitas dan 

efisiensi pengelolaan obyek wisata Green Canyon. Untuk lebih 

mengoptimalkan pengelolaan tersebut, obyek wisata Green Canyon tidak 

hanya dikelola oleh Disbudpar Kabupaten Ciamis, Dinas Perhubungan 

Kabupaten Ciamis juga berperan dalam pengelolaan obyek wisata Green 

Canyon terutama dalam bidang retribusi parkir. Selain itu, untuk 

kebersihan, Dinas Kebersihan Kabupaten Ciamis juga bertanggung jawab 

mengenai kebersihan di obyek wisata Green Canyon. 

Keempat, kebijakan tentang pengembangan obyek wisata Green 

Canyon. Pengembangan obyek wisata Green Canyon juga menjadi 

tanggung jawab pengelola obyek wisata Green Canyon yaitu Pemerinah 

Daerah Kabupaten Ciamis (Disbudpar Kabupaten Ciamis). Kebijakan-
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kebijakan tersebut terdiri dari pelengkapan sarana dan prasarana, serta 

perbaikan fasilitas yang berada di obyek wisata Green Canyon.  

Kelima, kebijakan mengenai konsep pengelolaan pariwisata di 

Kabupaten Ciamis yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. 

Pengelolaan obyek wisata Green Canyon sendiri mengantut konsep 

mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melibatkan 

masyarakat sekitar dalam pengeolaan obyek wisata Green Canyon. 

Masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata Green Canyon dijadikan 

mitra kerja oleh pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari kemudahan-

kemudahan pemberian ijin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada 

masyarakat sekitar obyek wisata tersebut untuk melakukan kegiatan usaha 

baik dalam perdagangan ataupun usaha jasa, baik jasa pemandu wisata 

atau pun jasa perahu yang mengantarkan wisatawan ke mulut goa Green 

Canyon dengan penghitungan bagi hasil antara pengusaha perahu dengan 

pengelola.  

Pemerintah mendukung masyarakat sekitar obyek wisata Green 

Canyon untuk membuat atraksi wisata yang akan menjadi daya tari 

tersendiri bagi perkembangan obyek wisata. Sampai saat ini atraksi di 

obyek wisata Green Canyon yang didukung, baik dukungan berupa dana 

maupun pengawasan pengembangannya yaitu atraksi wisata body rafting 

yaitu menyusuri Sungai Cijulang dengan berjalan kaki untuk mencapai 

mulut goa obyek wisata Green Canyon.  
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Body rafting sendiri dikelola oleh karang taruna Kecamatan 

Cijulang. Dengan adanya obyek wisata Green Canyon, masyarakat cukup 

terbantu karena peluang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada 

masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan obyek wisata Green 

Canyon cukup besar sehingga mebuka lapangan kerja baru bagi 

masyarakat di sekitar obyek wisata tersebut yang kemudian mempengaruhi 

tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Apabila dikaji menurut teori Van Meter dan Van Horn yang 

mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik 

oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan, kebijakan mengenai 

pengelolaan obyek wisata Green Canyon telah sesui dengan teori, karena 

kebijakan tersebut dibuat oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis untuk 

mengatur tentang sistem pengelolaan obyek wisata Green Canyon. 

Faktor pendorong pengelolaan obyek wisata Green Canyon terdiri 

dari faktor internal seperti adanya komitmen aparat untuk mengelola 

obyek wisata Green Canyon dengan sebaik mungkin, Adanya dukungan 

berupa anggaran baik dari nasional maupun daerah untuk pengembangan 

dan pengelolaan obyek wisata Green Canyon, adanya program yang jelas 

untuk pengembangan dan pengelolaan obyek wisata Green Canyon. 

Faktor eksternal yang mendorong pengelolaan dan pengembangan obyek 

wisata Green Canyon seperti semakin diminatinya obyek wisata Green 
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Canyon sebagai tujuan wisata oleh para wisatawan, pasca bencana tsunami 

yang menimpa pesisir Ciamis Selatan, banyak bantuan dari berbagai pihak 

untuk pengembangan dan pengelolaan obyek wisata Green Canyon. 

Pihak pengelola selain harus memperhatikan faktor pendorong juga 

harus memperhatikan faktor penghambat pengembangan dan pengelolaan 

obyek wisata Green Canyon. Faktor internal yang menghambat yaitu: 

Masih lemahnya pelaksanaan koordinasi antara dinas, badan, lembaga 

terkait, mengingat pelaksanaan tugas pembinaan dalam pengelolaan obyek 

wisata Green Canyon guna memenuhi harapan dan keinginan wisatawan, 

masih kurangnya kebijakan yang mengatur obyek wisata Green Canyon, 

sarana dan prasarana yang belum memadai, khususnya di obyek wisata.  

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam 

pengelolaan serta kemampuan sebagian para pengusaha usaha jasa 

pariwisata dan masyarakat masih rendah, sehingga belum mampu 

berpartisipasi secara optimal dalam memberdayakan obyek wisata Green 

Canyon. Mereka perlu diberi pembinaan dan sosialisasi mengenai 

kepariwisataan dan pelatihan. Selama itu, pembinaan kepada para 

pengusaha usaha jasa pariwisata dan masyarakat disekitar obyek wisata 

kurang rutin sehingga hasilnya kurang maksimal. Juga masih terdapat 

lahan tidur potensial yang belum dimanfaatkan sebagai penunjang 

pariwisata. 

Faktor eksternal yang menghambat pengembangan dan 

pengelolaan obyek wisata Green Canyon terdiri dari tumbuhnya destinasi 
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pariwisata baru di daerah lain yang semakin berkembang dan mampu 

menjaring minat wisatawan dalam jumlah yang besar, belum adanya 

investor yang berkeinginan menginvestasikan modalnya di obyek wisata 

Green Canyon guna mengembangkan dan membangun fasilitas lainnya 

yang relatif lengkap, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

memelihara dan mengembangkan obyek wisata Green Canyon, belum 

optimalnya pemanfaatan obyek wisata Green Canyon sebagai daya tarik 

wisata. 

2. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan 

Implementasi mengenai kebijakan yang mengatur obyek wisata 

Green Canyon sesuai dengan apa yang dikemukakan George C. Edward 

III tentang faktor penentu implementasi kebijakan yang terdiri dari 

komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur 

birokrasi. Komunikasi dalam sistem pengelolaan antara dinas-dinas atau 

lembaga-lembaga yang berkaitan dalam sistem pengelolaan obyek wisata 

Green Canyon ataupun antara pengelola dengan masyarakat sekitar obyek 

wisata Green Canyon pada dasarnya terjalin cukup baik walaupun 

komunikasi tersebut tidak dilakukan secara intens, dan terkadang 

koordinasi antara dinas terkait sering mengalami kendala dikarenakan 

faktor kepentingan yang dibawa oleh masing-masing dinas tersebut. 

Adanya kepentingan dari masing-masing dinas tersebut mempengaruhi 

implementasi kebijakan di lapangan. 
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Sumber-sumber merupakan faktor penting dalam implementasi 

kebijakan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola obyek 

wisata Green Canyon masih kurang kompeten dalam pengembangan dan 

pengelolaan obyek wisata Green Canyon. Hal itu dikarenakan banyak 

pegawai dari pengelola obyek wisata Green Canyon dan Disbudpar 

Kabupaten Ciamis secara akademik bukan lulusan dari jurusan yang 

khusus mendalami kepariwisataan, sehingga pengelolaan dan 

pengembangan obyek wisata tersebut belum begitu optimal. 

Kecenderungan-kecenderungan salah satu faktor penentu dalam 

implementasi kebijakan. walaupun SDM orang-orang atau aparat yang 

terlibat dalam pengelolaan obyek wisata Green Canyon dirasa kurang 

memiliki kemampuan, akan tetapi adanya komitmen dari orang-orang 

yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Green 

Canyon untuk melakukan yang terbaik dan lebih cenderungan untuk 

melaksanakan setiap kebijakan yang mengatur obyek wisata Green 

Canyon dengan upaya-upaya tertentu walaupun hasilnya belum optimal.  

Struktur birokrasi dalam sistem pengelolaan obyek wisata Green 

Canyon cukup mendukung perkembangan pengelolaan, efektivitas dan 

efisiensi pengelola dalam mengelola obyek wisata Green Canyon. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis membentuk unit pelaksana teknis 

daerah (UPTD) pariwisata disetiap wilayah yang memiliki potensi 

pariwisata yang cukup menjajikan. UPTD sendiri dibentuk agar dalam 

pengelolaan serta kontrol terhadap obyek wisata dapat lebih efektif dan 
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efisien. Obyek wisata Green Canyon termasuk di bawah pengawasan 

UPTD pariwisata Kecamatan Cijulang. Dalam mengelola obyek wisata 

Green Canyon melibatkan beberapa dinas terkait selain Disbudpar 

Kabupaten Ciamis, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang 

terlibat dalam retribusi parkir di obyek wisata Green Canyon serta dinas 

kebersihan yang terlibat dalam kebersihan dan kenyamanan di obyek 

wisata Green Canyon. 

Upaya yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis 

dalam hal ini yaitu pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) 

Kabupaten Ciamis selaku pengelola obyek wisata Green Canyon sudah 

cukup baik, walaupun belum optimal dan perlu perbaikan di setiap sistem 

pengembangan dan pengelolaan obyek wisata. Seperti misalnya 

peningkatan kualitas SDM pengelola obyek wisata agar lebih profesional 

dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan, perbaikan dan 

penambahan sarana dan prasarana, perbaikan koordinasi antar setiap dinas 

yang terlibat dalam pengelolaan obyek wisata Green Canyon, serta 

melengkapi persyaratan wajib dan pelengkap yang harus dimiliki oleh 

obyek wisata Green Canyon yang diklasifikasikan ke dalam obyek wisata 

kelas I. 

3. Pelanggaran Kebijakan dan Sanksi 

Pelanggaran merupakan suatu tindakan tidak patuh terhadap 

kebijakan atau peraturan yang berlaku. Adpun pelanggaran-pelanggaran 

yang terjadi di obyek wisata Green Canyon yaitu: 
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a. Pelanggaran Retribusi 

Pelanggaran terhadap kebijakan pariwisata di obyek wisata Green 

Canyon yaitu kebijakan tentang retribusi obyek wisata. Bentuk dari 

pelanggaran itu sendiri yaitu adanya pengunjung yang secara sengaja 

tidak membayar bermacam retribusi yang di berlakukan di obyek 

wisata Green Canyon. Retribusi parkir obyek wisata meupakan 

pelanggaran yang paling sering dilakukan pengunjung obyek wisata 

Green Canyon. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 21 Tahun 

2001 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata bahwa wajib 

retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 

keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah) 

b. Pelanggaran Tata Ruang 

Pelanggaran terhadap kebijakan pariwisata yang pernah terjadi di 

kawasan obyek wisata Green Canyon yaitu pelanggaran terhadap tata 

ruang. Pelanggaran ini sering dilakukan oleh para pengusaha yang 

melaksanakan usahanya di kawasan obyek wisata Green Canyon. 

Dipergunakannya pinggiran Sungai Cijulang untuk membangun suatu 

tempat usaha disinyalir dapat merusak ekosistem serta kondisi alam 

sekitar. 

Pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan obyek 

wisata Green Canyon tetap menjaga kelestarian dan kondisi alam  
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sekitar. Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Disbudpar) 

Kabupaten Ciamis yaitu pembongkaran dan merelokasi bangunan 

(tempat usaha) yang melanggar peraturan tata ruang tersebut.  

 

 

c. Pelanggaran Profesi 

Kurang menunjangnya SDM penglola obyek wisata Green Canyon 

menjadi penghambat tersendiri bagi pengembangan dan pengelolaan 

obyek wisata Green Canyon. Bentuk dari  pelanggaran ini yaitu 

ketidak disiplinan kerja aparat pengelola obyek wisata adakalanya 

aparat pengelola pulang atau melakukan aktifitas lain di luar tugasnya 

pada saat jam kerja. 

Upaya pemerintah daerah dalam meminimalisir pelanggaran 

profesi ini dengan memerlakukan sanksi yang tegas. Sanksi bagi para 

aparat yang melanggar pelanggaran profesi ini disesuaikan dengan 

peraturan yang berlaku, diantaranya skorsing, mutasi kerja dan 

pemecatan.  

4. Refleksi 

Kabupaten Ciamis merupakan wilayah yang mempunyai potensi di 

bidang pariwisata yang cukup menjanjikan. Salah satu obyek wisata yang 

memiliki potensi di Kabupaten Ciamis yaitu obyek wisata Green Canyon. 

Untuk pengembangan dan pengelolaan obyek wisata Green Canyon 
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diperlukan suatu serangkaian kebijakan yang mengatur tentang obyek 

wisata tersebut.  

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berkewajiban membentuk 

suatu peraturan kebijakan kepariwisataan. Kebijakan-kebijakan yang telah 

dibuat oleh pemerintah daerah diantaranya terdapat dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Ciamis dan Renstra Disbudpar Kabupaten Ciamis 

tahun 2009-2014 yang berisikan peraturan-peraturan kepariwisataan, 

terutama yang terkait dengan obyek wisata Green Canyon.  

Selama itu upaya yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah 

Kabupaten Ciamis dalam hal ini yaitu pihak Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Ciamis selaku pengelola obyek wisata 

Green Canyon sudah cukup baik, walaupun hasilnya belum optimal dan 

perlu perbaikan di setiap aspek pengembangan dan pengelolaan obyek 

wisata. peningkatan kualitas SDM pengelola obyek wisata, perbaikan dan 

penambahan sarana dan prasarana serta fasilitas, perbaikan koordinasi 

antar setiap dinas yang terlibat dalam pengelolaan obyek wisata Green 

Canyon.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

H. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan 

Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan obyek wisata Green 

Canyon diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kebijakan Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis  

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Pemerinah Daerah 

Kabupaten Ciamis yang berkaitan dengan pengelolaan obyek wisata Green 

Canyon yaitu: 

a. Kebijakan penggolongan obyek wisata Green Canyon menjadi obyek 

wisata kelas I 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menggolongkan obyek 

wisata ke dalam jenis obyek wisata kelas I dan kelas II, obyek wisata 

Green Canyon sendiri menurut Peraturan Bupati Ciamis No. 1 Tahun 

2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 27 

Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata, masuk 

kedalam klasifikasi obyek wisata kelas I. penggolongan itu ditetapkan 

berdasarkan beberapa kritria yang telah ditetapkan. 
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b. Kebijakan Retribusi Obyek Wisata Green Canyon 

Wisatawan yang akan masuk ke lokasi obyek wisata Green 

Canyon harus membayar karcis harga tanda masuk pengunjung sebesar 

Rp 75.000,00. Per 5 orang, dengan perincian yaitu: Rp. 12.500,00 

untuk retribusi obyek wisata dan Rp. 62.500,00 untuk pengusaha 

perahu yang bekerja mengantar para pengunjung dengan perahu 

menelusuri Sungai Cijulang menuju obyek wisata Green Canyon. 

Sedangkan untuk setiap kendaraan yang memasuki lingkungan obyek 

wisata dikenakan retribusi sebagai berikut: 

8) Sepeda Motor sebesar Rp 4.500,00 

9) Sedan/Jeep sebesar Rp 11.000,00 

10) Mobil Penumpang Sejenis sebesar Rp 21.500,00 

11) Mobil Penumpang Besar sebesar Rp 32.000,00 

12) Bus Kecil sebesar Rp 42.000,00 

13) Bus Sedang sebesar Rp 63.000,00 

14) Bus Besar sebesar Rp 104.000,00 

c. Kebijakan Pengembangangan Obyek Wisata Green Canyon  

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis membuat 

kebijakan mengenai pengembangan kawasan obyek wisata Green 

Canyon yang mengacu pada Renstra Disbudpar Kabupaten Ciamis 

tahun 2009-2011 yaitu: 

8) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di obyek wisata 

Green Canyon; 
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9) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk pengembangan 

dan pengelolaan obyek wisata Green Canyon dengan penataan dan 

perencanaan yang terarah; 

10) Menyusun strategi promosi pariwisata yang berorientasi kepada 

efektivitas, efisiensi, informatif dan tepat sasaran; 

11) Memberikan jaminan keamanan berusaha atau kepastian hukum 

bagi para investor yang akan menanamkan modalnya; 

12) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sember daya manusia (SDM) 

pelaku kepariwisataan di obyek wisata Green Canyon; 

13) Memberikan bimbingan dan fasilitasi bagi para pelaku 

kepariwisataan di obyek wisata Green Canyon; 

14) Mengikutsertakan masyarakat dalam pengembangan dan 

pengelolaan obyek wisata Green Canyon; 

15) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan 

pendapatan asli daerah dengan menjaring minat wisatawan untuk 

datang ke obyek wisata Green Canyon; 

16) Menyediakan berbagai fasilitas dan bauran produk-produk 

pariwisata seperti cinderamata khas obyek wisata Green Canyon 

yang mampu menarik wisatawan untuk lebih lama tinggal. 

2. Upaya Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Pengelolaan dan 

Pengembangan Obyek wisata Green Canyon 

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola obyek 

wisata Green Canyon 
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Pada umumnya Aparat pengelola kepariwisataan di Kabupaten 

Ciamis dan pada khususnya yang memiliki keterkaitan dengan 

pengelolaan serta pengembangan obyek wisata Green Canyon kurang 

memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk mengelola dan 

mengembangkan suatu obyek wisata, hal itu dikarenakan jarangnya 

orang-orang yang secara jenjang akademik disiapkan untuk bekerja di 

bidang pariwisata. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Ciamis untuk memperbaiki kualitas SDM aparat 

pengelola pariwisata yaitu: 

1) Melakukan pelatihan dan penyuluhan secara berkala kepada aparat 

pengelola kepariwisataan; 

2) Melakukan study banding ke destinasi pariwisata lain yang lebih 

baik. 

b. Perbaikan Sistem Birokrasi  

Pengelolaan obyek wisata Green Canyon ditangani oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis serta bekerjasama 

dengan lembaga lain yang terkait yaitu dinas perhubungan dan dinas 

kebersihan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem 

birokrasi pengelolaaan obyek wisata Green Canyon yaitu:  

1) Pembentukan Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD) Kecamatan 

Cijulang untuk mengoptimalkan pengelolaan obyek wisata Green 

Canyon; 

2) Meningkatkan kinerja dan efektivitas UPTD Kecamatan Cijulang; 
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3) Meningkatkan koordinasi antara dinas-dinas yang memiliki 

keterkaitan dalam pengelolaan obyek wisata Green Canyon; 

4) Memberikan kemudahan bagi pihak swasta yang ingin melakukan 

kerjasama dalam rangka pengembangan obek wisata Green 

Canyon. 

c. Pembangunan dan Perbaikan Fasilitas Pariwisata 

Kelengkapan fasilitas kepariwisataan menjadi salah satu aspek 

yang menjadi perhatian Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis dalam 

rangka pengembangan kawasan wisata. Semakin diminatinya obyek 

wisata Green Canyon oleh para wisatawan, pemerintah daerah 

melakukan upaya-upaya untuk membangun dan memperbaiki fasilitas 

kepariwisataan yaitu: 

1) Mengalokasikan dana bagi pembangunan dan perawatan fasilitas 

kepariwisataan; 

2) Melakukan perawatan rutin terhadap sarana dan prasarana yang 

telah ada di obyek wisata Green Canyon; 

3) Memperbaiki sarana dan prasarana yang terindikasi mengalami 

kerusakan; 

4) Menambah fasilitas umum yang diperlukan oleh wisatawan secara 

bertahap; 

 

 



 

 

116 

 

I. Saran 

Dari beberapa hal yang diperoleh dari penelitian terhadap kebijakan 

Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan obyek wisata Green 

Canyon, maka saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut; 

1. Kepada Pemerinah Daerah Kabupaten Ciamis (Disbudpar Kabupaten 

Ciamis) 

Dalam pengelolaan dan pengembangan potensi obyek wisata 

Green Canyon hendaknya memperhatikan faktor fisik supaya tidak 

merusak keseimbangan alam serta dalam pengembangan potensi obyek 

wisata seoptimal mungkin sehingga dapat mendukung pendapatan asli 

daerah Kabupaten Ciamis 

2. Kepada Aparat Pengelola  

Aparat pengelola obyek wisata, dalam mengelola obyek wisata 

hendaknya lebih meningkatkan profesionalitasnya, misalnya dalam hal 

disiplin kerja dan  dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan 

sehingga dapat meningkatkan kualitas potensi daya tarik wisata. 

3. Kepada Pengunjung 

Bagi para wisatawan yang mengunjungi obyek wisata hendaknya 

mematuhi peraturan atau himbauan yang ada di obyek wisata Green 

Canyon serta dapat ikut menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan 

obyek wisata Green Canyon.                                                                                                                                             
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